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REYNALDI (B111 12 375), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memakai 
Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasaya Yang Sah (Studi Kasus 
Putusan Nomor: 04/Pid.C/2012/PN.BR). Di Bawah Bimbingan Andi Sofyan 
Selaku Pembimbing I dan Nur Azisa Selaku Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum 
terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya yang sah serta bagaimanakah pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa 
izin yang berhak atau kuasanya yang sah dalam Putusan Nomor: 
04/Pid.C/2012/PN.BR. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Barru Khususnya pada instansi 
Pengadilan Negeri Barru, Kepolisian Resor Barru. Untuk mengumpulkan 
data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data 
yang diperoleh dianalisis dengan tekhnik deskriprif kualitatif dalam 
menganalisis data yang ada untuk menguraikan dan menjelaskan 
permasalahan mengenai memakai tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya yang sah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 
yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Penerapan sanksi pidana 
oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang 
berhak atau kuasanya yang sah sudah sesuai karena penerapan sanksi 
dalam putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 04/Pid.C/2012/ PN.BR 
dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 1960 telah menjelasakan unsur tindak pidana memakai 
tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan sanksi yang 
diberikan sudah sesuai. 2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa izin 
yang berhak atau kuasanya yang sah yang dilakukan oleh terdakwa 
Pahita Binti Puang Baco Kadumang dalam putusan perkara nomor: 
940/Pid.C/2012/PN.BR dalam pertimbangan hukum oleh hakim 
menyatakan bahwa terdakwa Pahita secara sah bersalah melakukan 
tindak pidana memakai tanah tanpa izn yang berhak atau kuasanya yang 
sah maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Perbuatan terdakwa 
adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak terdapat alasan 
pembenar, Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu 
bertanggungjawab, dan terpidana melakukan perbuatan dengan sengaja 
serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan 





REYNALDI (B111 12 375),Legal Perspective on Crime of Land 
Using Without Permit from Owner or Legitimate Representative (Case 
Study No. 04/Pid.C/2012/PN.BR). Consulted by Andi Sofyan as First 
Consultant and Nur Azisa as Second Consultant.  
The purposes of this research are to know about legal 
implementation on Crime of Land Using Without Permit from Owner or 
Legitimate Representative and Judge Consideration in sentencing the 
perpetrator over on Crime of Land Using Without Permit from Owner or 
Legitimate Representative in Decision number: 04/Pid.C/2012/PN.BR.    
This research took place in Barru Regency especially in Barru State 
Court and Barru Police station. To collect the data by interviewing and 
literature study. Then, data taken is analyzed through descriptive 
qualitative technique to explain about Crime of Land Using Without Permit 
from Owner or Legitimate Representative. It’s done to give clear 
understanding about this research.  
There are several conclusion in this research, namely : 1. The 
implementation of penal sanction to perpetrator of Land Using Without 
Permit from Owner or Legitimate Representative has been fit caused 
Decision Barru Regency State Court No. 04/Pid.C/2012/PN.BR  based on 
Article 6 Verse 1 Act No. 51 Year 1960. The judge also had explained 
about elements of Crime about Land Using Without Permit from Owner or 
Legitimate Representative and sanction imposed has been fit. 2) Judge 
consideration in imposing the sentence on Crime of Land Using Without 
Permit from Owner or Legitimate Representative done by defendant, 
Pahita Binti Puang Baco Kadumang,in decision No. : 
04/Pid.C/2012/PN.BR. In consideration, judge state that Pahita had done 
Crime of Land Using Without Permit from Owner or Legitimate 
Representative. The judge sentence the defendant for 1 year trial with 
probation three months. Defendant considered to have break the rule and 
there is no right reason. Defendant is also capable of taking responsibility, 
did it deliberately and no excuse reason. So that, judge decision has been 







UCAPAN TERIMA KASIH 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat penyelesaian studi pada bagian 
Hukum Pidana Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
Dalam proses penulisan skripsi ini penulis telah berusaha 
semaksimal mungkin, namun dengan keterbatasan waktu, dan 
ketidaksempurnaan penulis, maka penulis menyadari masih adanya 
kekurangan-kekurangan, baik dari segi materi maupun pembahasannya. 
Hal ini bukanlah kesengajaan, melainkan karena keterbatasan penulis 
sebagai manusia biasa. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan 
saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 
tak terhingga kepada keluarga, khususnya untuk kedua orang tua penulis, 
ibunda tercinta Rusnawati dan Jauharuddin sebagai ayah penulis, atas 
segala do’a, kasih sayang, jerih payah, kesabaran dan pengorbanannya 
dalam membesarkan penulis sejak penulis lahir hingga seperti sekarang 
ini, serta bantuan moril dan materiil yang tak terhitung jumlahnya, yang 
mungkin penulis tidak mampu membalas kesemuanya itu. Semoga Allah 
SWT senantiasa memberikan perlindungan dan berkah-Nya kepada 
beliau. Kepada Kakak dan Adik Penulis, Ruswandi dan Ridah 
Handayani yang selalu mendukung setiap langkah yang diambil oleh 
penulis dalam kesehariannya. 
Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan 
setinggi-tingginya kepada bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H selaku 
pembimbing I dan ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku pembimbing II atas 
segala bantuan dan bimbingannya. Semoga bantuan dan bimbingannya 
menjadi amal ibadah disisi Allah SWT. 
 viii 
 
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Palubuhu MA selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor lainnya, 
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. 
Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, 
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 
I, Dr. Syamsuddin Mukhtar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, 
dan Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III, 
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H selaku ketua bagian 
Hukum Pidana. 
5. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
seluruh staf pengajar (Dosen), dan Staf akademik yang telah 
banyak membantu, 
6. Dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam 
penyelesaian tugas akhir ini. 
7. Pegawai Pengadilan Negeri Barru dan Kepolisian Resort 
Barru.  
8. Teman dan sahabat penulis di PETITUM 2012, MKU H 
Fakultas Hukum Unhas 2012, Rumah Kepemimpinan 
Makassar, BEM Fakultas Hukum Unhas Priode 2015-2016, 
UKM LD Asy-Syariah MPM Fakultas Hukum Unhas, terkhusus 
untuk kanda Afif Mahfud, Hidayat Pratama Putra. Sahabat-
sahabat penulis Ahmad Asyraf, Aswal, Yusran, Yahya, Haryo, 
Iqbal, Kherul Ihsan, Ahmad Ridha dan teman-teman yang lain 
yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 
9. Guru dan Alumni SMAN 1 Soppeng Riaja 2012. 
 ix 
 
10. Guru dan Alumni SMPN 1 Soppeng Riaja 2009. 
11. Guru dan Alumni SD Inpres Ajakkang Barat 2006. 
Akhirnya tidak ada yang dapat penulis ucapkan selain memohon 
maaf atas segala kekhilafan dan keterbatasan yang ada. Semoga Allah 
SWT membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis, 
dan memberikan keberkahan-Nya untuk kita semua, Amin. 












HALAMAN JUDUL .............................................................................. i 
PENGESAHAN SKRIPSI .................................................................... ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................... iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ................................. iv 
ABSTRAK ........................................................................................... v 
ABSTRACT ......................................................................................... vi 
UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................... vii 
DAFTAR ISI ......................................................................................... x 
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1 
A. Latar Belakang Masalah ...................................................... 1 
B. Rumusan Masalah ............................................................... 8 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ......................................... 8 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 10 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis ................................................. 10 
B. Tindak Pidana ...................................................................... 11 
1. Pengertian Tindak Pidana ......................................... 11 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana ...................................... 14 
C. Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak 
atau Kuasanya Yang Sah .................................................... 20 
1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau  
Kuasanya ................................................................. 20 
2. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau 
Kuasanya ................................................................. 23 
D. Pidana dan Pemidanaan ...................................................... 27 
1. Pengertian Pidana ..................................................... 27 
 xi 
 
2. Jenis-Jenis Pidana .................................................... 28 
3. Teori Tujuan Pemidanaan ......................................... 38 
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan . 41 
1. Pertimbangan Yuridis ............................................... 41 
2. Pertimbangan Sosiologis .......................................... 44 
BAB III METODE PENELITIAN ........................................................... 46 
A. Lokasi Penelitian .................................................................... 46 
B. Jenis dan Sumber Data .......................................................... 46 
C. Teknik Pengumpulan Data ..................................................... 47 
D. Analisis Data .......................................................................... 47 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................... 48 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Memakai 
Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah 
Dalam Putusan Nomor: 04 / Pid.C / 2012 / PN.BR ................. 48 
1. Tindak Pidana Pertanahan Dalam KUHP dan 
Peraturan Perundang-undangan Di Luar Kodifikasi ... 50 
2. Posisi Kasus ............................................................... 82 
3. Analisis Penulis .......................................................... 83 
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang 
Berhak Atau Kuasanya Yang Sah dalam Putusan No. 
04/Pid.C/2012/PN.BR .............................................................. 89 
1. Pertimbangan Hakim .................................................. 91 
2. Amar Putusan ............................................................. 93 
3. Analisis Penulis .......................................................... 93 
BAB V PENUTUP ................................................................................ 98 
A. Kesimpulan ............................................................................. 98 







A. Latar Belakang Masalah 
Permasalahan di bidang hukum seolah menjadi salah satu persoalan 
yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Seiring meningkatnya permasalahan di bidang hukum maka 
meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan menggali informasi terkait 
berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang 
ada. 
Tinjauan yuridis yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan 
perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat 
penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang 
hendak dikaji. Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 
oleh Paul Scholten bahwa,”hukum itu ada namun harus ditemukan”.1 
Konsepsi penemuan hukum, menurut Paul Scholten dapat dilakukan 
melalui penalaran logis, interpretasi-interpretasi atau penafsiran-
penafsiran, dikemukakan oleh Friedman bahwa proses penemuan hukum 
tersebut tidak terbatas pada pemahaman atas peraturan atau teks-teks 
dokumen dan “looking towards last things, consequences fruits”,2 bahkan 
Roscoe Pound menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-
                                                          
1Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,(Bandung, 2006), Hlm 124. 
2Ibid., Hlm 139. 
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peraturan, melainkan keluar dari situ dan melihat efek dari hukum dan 
bekerjanya hukum. 
Permasalahan di bidang hukum sudah banyak dikaji secara yuridis 
termasuk salah satunya permasalahan dalam tindak pidana. 
Permasalahan yang sering muncul dalam penyelesaian suatu masalah 
hukum khususnya menyangkut tindak pidana adalah ketidakadilan dan 
kepastian hukum. Penyelesaian suatu perkara pidana seringkali 
menimbulkan polemik atau ketidakpuasan di kalangan pencari keadilan 
karena putusan hakim dinilai merugikan salah satu pihak yang berperkara 
di pengadilan. Demikian halnya dalam konteks kepastian hukum, yang 
seringkali memunculkan permasalahan akibat lemahnya peraturan 
perundang-undangan yang ada dalam mengatur suatu penyelesaian 
masalah hukum khususnya dalam perkara tindak pidana. 
Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat dalam perspektif tindak pidana adalah permasalahan yang 
menyangkut dengan tanah, yang cenderung bermetamorfosis dalam 
kehidupan sosial masyarakat. Tanah tidak lagi sekedar dipandang 
sebagai masalah agraria semata yang selama ini diidentikkan sebagai 
pertanian belaka, melainkan telah berkembang, baik manfaat maupun 
kegunaannya, sehingga terjadi dampak negatif yang semakin kompleks, 
bahkan tanah sering menimbulkan guncangan dalam masyarakat serta 
sendatan dalam pelaksanaan pembangunan. 
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Tanah merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat 
mendasar, dapat dikatakan hampir kegiatan hidup manusia baik secara 
langsung maupun tidak langsung selalu berhubungan dengan tanah, 
hubungan ini terjadi oleh karena tanah itu memberi penghidupan bagi 
manusia dalam hal tempat tinggal, sebagai mata pencaharian seperti 
pertanian, perkebunan, perumahan, perkantoran bahkan industri yang 
semakin meningkat dari tahun ke tahun.3 
Ketidakseimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia yang 
tidak bertambah dengan kebutuhan penggunaan masyarakat yang 
semakin meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat 
penting, sehingga campur tangan negara melalui aparatnya dalam tatanan 
hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak untuk diadakan. 
Jumlah dan luas tanah yang tidak seimbang dengan kebutuhan 
masyarakat akan melahirkan kompetisi antar sesama manusia untuk 
memperoleh tanah hal ini mengakibatkan banyak timbulnya konflik 
agraria.  
Sebagai program prioritas, penyelesaian kasus-kasus pertanahan 
senantiasa menjadi perhatian seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional 
RI di tingkat pusat, Kantor Wilayah Propinsi maupun Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hasil rekaman Konsorsium 
                                                          
3Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, 
(Jakarta, 1981), Hlm 91. 
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Pembaruan Agraria (KPA) dalam kurun waktu 11 tahun sejak 2004 hingga 
2015 telah terjadi 1.772 konflik di Indonesia. Konflik tersebut mencapai 
luas wilayah 6.942.381 hektare yang melibatkan hingga 1.085.817 kepala 
keluarga. Pada tahun 2015 terjadi 93 kasus kekerasan. Jumlah tersebut 
terdiri 35 kasus yang melibatkan perusahaan, polisi (21 kasus), TNI (21 
kasus), pemerintah (10 kasus), dan preman (8 kasus). Dari 93 kasus 
kekerasan yang terjadi, sebanyak 446 orang menjadi korban kekerasan. 
Jumlah tersebut terdiri dari 5 orang tewas, 39 tertembak aparat, 124 orang 
dianiaya atau mengalami luka-luka, dan 278 orang dikriminalisasi.4 
Konflik pertanahan dapat terjadi antara orang perseorangan, badan 
hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. 
Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi 
sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan, sengketa tanah 
dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana 
terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, 
pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat. 
Usaha Pemerintah terus direalisasikan kepada masyarakat untuk 
mengatasi konflik pertanahan ini salah satunya dengan membuat aturan-
aturan hukum. Walaupun memiliki dasar hukum, dalam perkembangan 
kehidupan masyarakat, persoalan-persoalan yang timbul semakin 
                                                          
4Republika online, Reforma Agraria Harus Serius, di akses dari 
http://www.republika.co.id/berita/koran/podium/16/01/27/o1lq8a5-reforma-agraria-harus-serius pada 
tanggal 21 juli 2016. 
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komplek dan rumit serta kenyataannya sering kali tidak dapat menemukan 
solusi yang dapat menyelesaikan secara baik.5 
Benturan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat sering kali 
menimbulkan konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan cara 
musyawarah ataupun cara lainnya diluar pengadilan, sehingga untuk 
menyelesaikan konflik tersebut harus diselesaikan dengan cara 
mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan. Adanya pertentangan 
kepentingan dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara 
damai, dapat saja berakhir dengan penyelesaian di persidangan melalui 
suatu putusan hakim. 
Penyelesaian konflik pertanahan selama ini yang ditempuh secara 
formal oleh para pencari keadilan dengan melalui jalur proses perdata, 
proses pidana termasuk proses diluar kodifikasi hukum pidana dan proses 
tata usaha negara, di samping belum terlaksana secara efektif juga 
kurang memberikan perlindungan hukum terhadap para pemilik hak atas 
tanah. Penyelesaian konflik pertanahan melalui hukum pidana pada 
khususnya ketentuan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum 
pidana yang mengatur tentang konflik pertanahan merupakan salah satu 
alternatif proses yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan.6 
Salah satu bentuk permasalahan dalam konflik pertanahan adalah 
mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan 
                                                          
5Soedjono Didjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, 2008), Hlm 17. 
6 Hambali Thalib,Op.cit., Hlm 7. 
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hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, 
perbuatan tersebut dapat dituntut menurut hukum pidana. Dalam Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan: 
“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang 
sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka “dapat dipidana dengan hukuman 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)”, sebagaimana diatur ketentuan 
Pasal 6. 
Seperti salah satu kasus yang akan diteliti oleh penulis, pelaku 
melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak pada hari 
Rabu tanggal 18 Januari 2012, bertempat di sawah yang dinamai 
Lapakkampi Gellang terletak di Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, 
Kabupaten Barru. Pelaku memakai tanah tanpa izin yang berhak sawah 
milik korban dengan luas ± 3 (tiga) hektar dengan cara pertama-tama 
memasang patok pada sawah milik korban, dan selang dua hari kemudian 
pelaku menyuruh seseorang untuk mengerjakan sawah tersebut dengan 
cara mencangkul dan membajak sawah tersebut dengan menggunakan 
traktor. 
Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 
terhadap putusan ini yaitu sejauh mana perbuatan melawan hukum dalam 
perkara ini. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat terhadap 
penggugat yang terjadi dalam putusan Nomor: 04/Pid.C/2012/PN.BR, 
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serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan tergugat sehingga dapat 
dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan 
permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 
hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: 
“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diajukan dua 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil tindak pidana 
memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah 
dalam putusan Nomor: 04/Pid.C/2012/PN.BR? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap perkara tindak pidana memakai tanah tanpa izin 
yang berhak atau kuasanya yang sah dalam putusan Nomor: 
04/Pid.C/2012/PN.BR? 
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap 
tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya yang sah dalam putusan Nomor 
04/Pid.C/2012/PN.BR. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang 
berhak atau kuasanya yang sah dalam putusan Nomor 
04/Pid.C/2012/PN.BR. 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah 
sebagai: 
a. Sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan 
intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan 
mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang ditulis 
dalam tulisan ini. 
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b. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang berharga 
dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang 
diperoleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan 
ini sebagai bahan pustaka bagi penulis utamanya dapat 







A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Istilah “Yuridis” berasal dari bahasa inggris yakni Yuridical, yang 
sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi tinjauan 
yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan 
perundang-undangan. Paul Scolten menyatakan bahwa interpretasi, 
penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam 
kehidupan hukum.7 
Semua putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-
dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari 
peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis 
dijadikan dasar untuk mengadili. Adapun pengertian tinjauan yuridis jika 
dikaji menurut Hukum Pidana dapat diartikan suatu kegiatan pemeriksaan 
yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan 
tentang tindakan-tindakan yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, 
unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang 
dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 
Setiap penentuan mengenai apa yang merupakan hukum untuk 
suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya. Ia 
dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan itu pula. Undang-
undang adalah pernyataan kehendak dari badan negara yang diberi tugas 
pembuatan hukum. Oleh karena itu adalah hal yang layak sekali, 
manakala dalam usaha untuk menentukan apa yang merupakan maksud 
dari undang-undang ditelusuri dari apa yang dikehendaki oleh 
                                                          
7Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,(Bandung, 2006), Hlm 124. 
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pembuatannya dengan rumusan itu, yang tidak lain melakukan penafsiran 
dari sejarah perundang-undangannya.8 
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis memuat 
analisis melalui interpretasi-interpretasi hukum dan perundang-undangan, 
penalaran logis, penggunaan dasar-dasar teori hukum dalam pengkajian 
suatu masalah, dalam penelitian ini terkhusus pengkajian hukum terhadap 
tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit, walaupun istilah ini 
terdapat dalam Wetboek Van Strafreacht (WvS) Belanda, dengan 
demikian juga WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa 
yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para 
ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. 
Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.9 
Tindak pidana pada dasarnya digunakan untuk memahami 
kapan suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan/tindak 
pidana dan kapan tidak, sehingga dapat diketahui batas-batas 
suatu perbuatan. Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal 
adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu 
pandangan monistis dan dualisme. 
                                                          
8Ibid., Hlm 13. 
9Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta, 2013), Hlm 67. 
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Ada beberapa istilah yang dipergunakan sebagai terjemahan 
dari strafbaar feit, baik dalam perundang-undangan maupun 
literatur hukum. Istilah itu antara lain:10 
1. Tindak Pidana, dapat dikatakan sebagai istilah resmi 
yang digunakan dalam perundang-undangan pidana kita. 
Hampir semua peraturan perundang-undangan pidana 
kita menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU 
No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan 
UU No. 31 Th.1999), dan perundang-undangan lainnya. 
2. Peristiwa Pidana, istilah ini digunakan oleh beberapa ahli 
hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya Asas-asas 
Hukum Pidana,  van Schravendijk dalam buku Pelajaran 
Hukum Pidana di Indonesia, A. Zainal Abidin dalam buku 
beliau Hukum Pidana. 
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum  
juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang 
dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dijumpai dalam 
berbagai literatur misalnya  E. Utrecht, S.H., walaupun 
beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa 
pidana (dalam buku Hukum Pidana I). 
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-
Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh H.M Tirtaamidjaja. 
5. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan 
Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum 
Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku 
Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia. 
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh 
pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 
12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. 
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam 
berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas 
Hukum Pidana. 
Nyatalah kini setidak-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam 
bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah straafbaar feit 
(Belanda).11 Dari istilah diatas penulis menggunakan istilah Tindak 
                                                          
10Ibid., Hlm 67-68 
11Ibid., Hlm. 68. 
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Pidana, karena istilah tersebut sudah lazim digunakan dalam 
pembuatan perundang-undangan. 
Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli 
adalah12 
1. Simons: 
Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan 
yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 
bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan 
kesalahan oleh seseorang yang mampu 
bertanggungjawab. 
2. Pompe: 
Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: 
“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib 
hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja 
telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
hukum. 
3. Moeljatno: 
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. 
4. Kanter dan Sianturi,  
Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu 
dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) 
dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, 
bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan 
dilakukan oleh seseorang (yang mampu 
bertanggungjawab). 
5. Wirjono Prodjodikoro,  
Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.13 
                                                          
12 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, (Bandung, 2011), Hlm 98. 
13Adami Chazawi, Op, Cit, Hlm 75. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat 
diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat 
bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau 
diperintahkan atau diharuskan oleh undang-undang. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-
unsurnya, maka yang mula-mula kita jumpai adalah 
disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu 
seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh 
undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, 
suatu tindakan itu dapat merupakan “een doen” atau “een niet 
doen” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun 
“hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin 
juga sering disebut sebagai “een natalen” yang juga berarti “hal 
mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang). 
Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada 
umumnya dapat kita jabarkan ke dalam dua macam unsur, yakni 
unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun yang dimaksud 
dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termaksud 
di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau 
poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 
KUHP; 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang 
terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan 
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pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-
lain; 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 
seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan 
pembunuhan menurut 340 KUHP; 
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain 
terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 
308 KUHP. 
Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah 
unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, 
yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu 
harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana 
itu adalah 
1. Unsur wederrechtelijkheid yaitu sifat melanggar hukum; 
2. Kualitas diri si pelaku, misalnya “keadaan sebagai 
seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan 
menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai 
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di 
dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan 
sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai 
akibat. 
Berikut ini pendapat pakar mengenai unsur-unsur tindak 
pidana:14 
1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
                                                          
14Ibid., Hlm. 80-18. 
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c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
2. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri atas unsur-
unsur, yakni: 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
3. Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana 
adalah 
a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Dalam peraturan perundang-undangan. 
4. Menurut Jonkers, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana 
adalah 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang 
dapat); 
d. Dipertanggunggjawabkan. 
5. Menurut Schravendijk, jika dirinci terdapat unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. Kelakuan (orang yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 





Adapun unsur tindak pidana menurut KUHP, 
setidaknya dapat diketahui adanya 11 unsur, yaitu: 
1. Unsur tingkah laku 
Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari 
tingkah laku aktif atau positif (handelen) dan tingkah laku 
pasif atau negatif (nalaten). Tingkah laku aktif adalah 
suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya 
atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau 
gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil 
(Pasal 362 KUHP). Sedangkan, tingkah laku pasif 
berupa tingkah laku pembiaran, suatu tingkah laku yang 
tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian 
tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-
keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan 
dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan 
karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. 
Contohnya tidak memberikan pertolongan (Pasal 531 
KUHP), tidak datang (Pasal 522 KUHP).15 
2. Unsur sifat melawan hukum 
Melawan hukum merupakan suatu sifat tercela atau 
terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela 
tersebut bersumber pada undang-undang (melawan 
hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat 
bersumber pada masyarakat atau bertentangan dengan 
asas-asas masyarakat (melawan hukum materil atau 
material wederrechtelijk) 
                                                          
15Ibid., Hlm. 83-84. 
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3. Unsur kesalahan 
Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai 
keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada 
saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu 
melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.16 
Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan 
pertanggunggjawaban pidana yang terdiri dari 
kesengajaan (dolus) berarti menghendaki atau 
mengetahui dan kelalaian (culpa) yang terletak diantara 
sengaja dan secara kebetulan, baru ada jika kurang hati-
hati, kurang telati, serta kurang mengambil tindakan 
pencegahan. 
4. Unsur Akibat konstitutif 
Unsur akibat konstitutif terdapat pada: 
a. Tindak pidana materiil atau tindak pidana dimana 
akibat merupakan syarat selesainya tindak pidana; 
b. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat 
sebagai syarat pemberat pidana; 
c. Tindak pidana di mana akibat merupakan syarat 
dipidananya pembuat. 
5. Unsur keadaan yang menyertai 
Adalah unsur tindak berupa semua keadaan yang 
ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. 
 
 
                                                          
16Ibid., Hlm. 90.  
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6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan 
artinya tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada 
pengaduan dari pihak yang berhak. 
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
Artinya tindak pidana dapat terjadi tanpa adanya 
unsur ini. Misalnya penganiayaan berat (Pasal 354 
KUHP), kejahatan ini dapat terjadi tanpa akibat luka 
berat. 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
Unsur keadaan-keadaan tertentu timbul setelah 
perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat 
dipidananya perbuatan, Misalnya orang yang tidak 
ditolong itu meninggal (Pasal 531 KUHP). 
9. Unsur objek hukum tindak pidana 
Unsur mengenai objek adalah unsur kepentingan 
hukum yang dilindungi, Misalnya, nyawa orang lain. 
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
Merupakan unsur kepada siapa rumusan tindak 
pidana itu ditujukan. Misalnya Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) pada kejahatan jabatan. 
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana 
Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak 
pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. 
Misalnya tindak pidana dilakukan karena kelalaian. 
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Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum termasuk 
unsur subjektif yakni semua unsur yang melekat pada 
keadaan batin pembuat. Sedangkan, unsur lainnya 
merupakan unsur objektif adalah semua unsur yang berada 
di luar keadaan batin si pembuat, yakni semua unsur 
mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-
keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan 
dan obyek tindak pidana. 
C. Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau 
Kuasanya Yang Sah dan Dasar Hukumnya 
1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah 
Tanpa Izin Yang Berhak atau  Kuasanya 
Meskipun peraturan perundang-undangan ini berada di luar 
kodifikasi KUHP, namun kami menggolongkannya sebagai salah 
satu peraturan perundangan yang popular terkait dengan tindak 
pidana aset tanah dan bangunan, oleh karena itu menjadi objek 
yang dibahas dalam tulisan ini, masyarakat umum menyebutnya 
sebagai “pasal penyerobotan tanah”. Adapun bunyi Pasal 2 
Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 
Tahun 1960 Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak 
atau Kuasanya, adalah sebagai berikut: 
Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya yang sah 
Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 
tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau 
Kuasanya, adalah sebagai berikut: 
a. Unsur memakai tanah. 
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b. Unsur tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.17 
 
a. Unsur Memakai Tanah 
Kamus Hukum, mengartikan “tanah” seperti dikutip berikut 
ini: 
Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 
keadaan bumi di suatu tempat; permukaan bumi yang diberi 
batas daratan.18 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian 
Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan 
pengertian mengenai “tanah” sebagai berikut: 
Tanah ialah: a. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara; 
b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan 
sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum. 
Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah 
Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan pengertian 
mengenai “memakai tanah” sebagai berikut: 
Memakai: ialah menduduki, mengerjakan dan/atau 
mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau 
bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah 
bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. 
b. Unsur Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah 
Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian 
                                                          
17Aloysius Mudjiyonodan Mahmud Kusuma, penyidikan tindak pidana kasus tanah dan bangunan, 
(Yogyakarta, 2014), Hlm 108. 
18Sudarsono, Kamus Hukum (Edisi Terbaru), (Jakarta, 1999), Hlm 483. 
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Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan 
pengertian mengenai “yang berhak” sebagai berikut: 
Yang berhak: ialah jika mengenai tanah yang termaksud 
dalam: 1/a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau 
pejabat yang ditunjuknya; 1/b. Orang atau badan hukum 
yang berhak atas tanah itu. 
Kamus Hukum, mengartikan “izin” seperti dikutip berikut ini: 
Pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) 
persetujuan membolehkan.19 
Kamus Hukum, mengartikan “kuasa” sebagaimana  dikutip di 
bawah ini: 
1. Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk 
melakukan sesuatu; 2. Wewenang atas sesuatu; 3. 
Wewenang untuk menentukan/memerintah/menduduki atau 
mengurus.20 
2. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian 
Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya 
Adapun bunyi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, 
adalah sebagai berikut: 
1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam 
Pasal-pasal 3, 4, 5, maka dapat dipidana dengan hukuman 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 
a. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak 
atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika 
mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan 
                                                          
19Ibid., Hlm. 189. 
20Ibid., Hlm. 189. 
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dikecualikan mereka akan diselesaikan menurut Pasal 5 
ayat (1); 
b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya 
yang sah di dalam menggunakan haknya atau suatu 
bidang tanah; 
c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau 
menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan 
perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari 
ayat (1) pasal ini; 
d. Barang siapa memberikan bantuan dengan cara 
apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada 
pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini. 
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang 
diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah 
sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 memuat 
ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa 
yang melanggar atau tidak memenuhinya. 
3. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran. 
Untuk dapat dijerat dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang 
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau 
Kuasanya, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian, 
hal dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Unsur mekai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya 
yang sah. 
2. Unsur mengganggu. 
3. Unsur menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan 
dengan lisan atau tulisan. 
4. Unsur memberi bantuan dengan cara apapun. 
1. Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya 
yang sah 
  Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian 
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Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan 
pengertian mengenai “yang berhak” sebagai berikut: 
Yang berhak: ialah jika mengenai tanah yang termaksud 
dalam: 1/a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau 
pejabat yang ditunjuknya; 1/b. Orang atau badan hukum 
yang berhak atas tanah itu. 
Kamus Hukum, mengartikan “izin” sebagaimana dikutip 
berikut ini: 
Pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan 
sebagainya) persetujuan membolehkan.21 
Kamus Hukum, mengartikan “kuasa” sebagaimana dikutip 
di bawah ini: 
1. Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk 
melakukan sesuatu; 2. Wewenang atas sesuatu; 3. 
Wewenang untuk 
menentukan/memerintah/menduduki atau mengurus.22 
2. Unsur Mengganggu 
Unsur ini terdapat dalam ayat (1) huruf b, hal mana yang 
dimaksud  dengan unsur ini adalah sebagai berikut; 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang 
dimaksud dengan “mengganggu” adalah sebagai berikut:23 
a. Menggoda; mengusik. 
b. Merintangi; menyebabkan tidak berjalan sebagai 
mana mestinya (tt keadaan umum, kesehatan badan, 
dsb.). 
c. Merisaukan (tt hati, pikiran) 
d. Merusak suasana. 
e. Mendatangkan kekacauan (kerusakan, dsb.). 
                                                          
21Ibid., Hlm. 189. 
22Ibid., Hlm. 189. 
23Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan 
Nasional-Balai Pustaka, 2005. Hlm 332. 
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3. Unsur menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan 
dengan lisan atau tulisan 
Mengenai unsur “menyuruh”, yang terdapat dalam ayat (1) 
huruf c pasal ini, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung 
sebagai berikut: 
Makna dari “menyuruh melakukan” suatu tindak pidana 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub 1 
KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah 
bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh 
karena itu, tidak dapat dihukum. 
Terkait dengan rumusan “tidak dapat 
dipertanggungjawabkan” dan “tidak dapat dihukum” merupakan 
pedoman para pakar dalam menentukan orang yang disuruh 
melakukan delik tersebut. Simon mengutarakan bahwa orang 
yang disuruh tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, 
yakni:24 
a. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana 
itu adalah seseorang yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud dalam 
Pasal 44 KUHP; 
b. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak 
pidana mempunyai dawling atau suatu 
kesalahpahaman mengenai unsur tindak pidana yang 
bersangkutan; 
c. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak 
pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, 
baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang 
tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang 
telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak 
pidana tersebut; 
d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak 
pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk, padahal 
unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan 
undang-undang mengenai tindak pidana di atas; 
                                                          
24 Aloysius Mudjiyono, dan Mahmud Kusuma, Op.cit., Hlm.112-113 
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e. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak 
pidana itu melakukannya dibawah pengaruh suatu 
overmacht atau di bawah pengaruh suatu keadaan 
yang memaksa dan terhadap paksaan itu orang 
tersebut tidak mampu memberikan perlawanan; 
f. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana 
dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah 
jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan 
oleh seorang atasan yang tidak berwenang 
memberikan perintah semacam itu; 
g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak 
pidana itu tidak mempunyai suatu sifat tertentu, 
seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, 
yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku 
sendiri. 
Terkait dengan unsur “membujuk”, sebagaimana terdapat 
dalam ayat (1) huruf c di atas, adalah sebagai berikut: 
Uitlokking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan 
orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang 
dengan menggunakan cara dan daya upaya yang 
ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2. Menurut doktrin, 
orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan 
tindak pidana disebut actor intelectualis atau intellectual 
dader atau provocateur atau uittloker. 
4. Unsur memberi bantuan dengan cara apa pun 
Mengenai unsur memberi bantuan, terdapat dalam ayat [1] 
huruf d, dengan mengacu Pasal 56 KUHP yang bunyinya 
sebagai berikut: 
Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum: 
1) Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan 
itu dilakukan; 
2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, 
ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. 
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Terkait dengan unsur “membantu”, Leden Marpaung 
memberikan ulasan sebagai berikut:25 
...yang telah dibicarakan di atas adalah “membantu” 
suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. 
Adakalanya perbuatan “membantu” dilakukan tanpa 
berbuat atau bersifat pasif. Hal ini dapat terjadi jika 
seseorang berkewajiban untuk berbuat tetapi “tidak 
berbuat”, misalnya petugas ronda sengaja tindak 
melakukan ronda agar maling dapat masuk ke rumah A; 
atau penjaga gudang, walaupun barang di gudang 
diambil orang, ia diam saja tanpa berusaha melarang 
atau mencegah. 
D. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata 
“pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang 
berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak 
enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. 
Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini 
selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya 
seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, 
unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata 
“pidana”.26 
Pengertian lain diberikan oleh Emanuel Kant yang 
mendefinisikan hukuman atau pidana adalah suatu pembalasan, 
defenisi ini didasarkan atas pepatah kuno yang mengatakan “Siapa 
membunuh harus dibunuh”, namun ada juga yang mengartikan 
                                                          
25Ibid., Hlm 114. 
26Wirjono Prodjodikoro, asas-asas hukum pidana di indonesia, (Bandung, 2012), Hlm 1. 
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pidana sebagai media untuk menakut-nakuti orang supaya orang 
tersebut tidak melakukan kejahatan (tindak pidana).27 
Sedangkan pengertian pidana dalam kepustakaan hukum 
pidana menurut alam pikiran yang normatif murni selalu terbentur 
pada suatu titik pertentangan yang paradoxal, yaitu bahwa pidana di 
satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan 
tetapi di lain pihak ternyata memperkosa kepentingan seseorang 
yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada 
orang lain (terpidana).28 
3. Jenis-Jenis Pidana 
Apabila berbicara mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan 
utamanya mengacu pada KUHP, namun untuk hukum pidana 
khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis 
pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP. 
KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub 
dalam Pasal 10. Dibedakan dua bentuk pidana yaitu pidana pokok 
dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, 
dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis-jenis pidana 
dalam Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut: 
 
1. Pidana Pokok, meliputi: 
a. Pidana mati 
b. Pidana penjara 
c. Pidana kurungan 
d. Pidana denda 
b. Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 
tahun 1946). 
 
2. Pidana Tambahan, meliputi: 
a. Pidana pencabutan beberapa hak-hak tertentu 
b. Pidana perampasan barang-barang tertentu 
c. Pidana pengumuman putusan hakim 
                                                          
27Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor, 1995), Hlm 35. 
28Hambali Thalib, Op. Cit, 2009, Hlm 12. 
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1. Jenis-Jenis Pidana Pokok: 
a. Pidana Mati 
Berdasarkan Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak 
yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang 
terberat karena pidana ini adalah pidana yang pelaksanaanya 
berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang 
sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, sehingga 
tidak heran ketika pro dan kontra terhadap pidana mati masih 
ada sampai sekarang.29 
Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati 
hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat 
berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti: 
a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara 
(Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3 jo. Pasal 
129 KUHP); 
b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu 
dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, 
misalnya (Pasal 140 ayat 3 KUHP, Pasal 340 KUHP); 
c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor 
yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4 KUHP, Pasal 
368 ayat 2 KUHP); 
d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai 
(Pasal 444 KUHP). 
Di samping itu, sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri 
telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak 
dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati 
harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu 
                                                          
29Adami Chazawi, Op. Cit, Hlm 29. 
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adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan 
pidana mati, selalu diancamkan juga dengan pidana 
alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. Misalnya 
Pasal 365 ayat 4 KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 104 KUHP, 
Pasal 368 ayat 2 KUHP jo Pasal 365 ayat 4 KUHP dan lain-
lain.30 
b. Pidana Penjara 
Naskah Rancangan KUHP baru selain mengatur pidana 
penjara , juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan: 
1) Tidak dijatuhkannya pidana penjara atas keadaan-
keadaan tertentu misalnya berusia di bawah 18 tahun atau 
di atas 70 tahun; 
2) Pelepasan bersyarat dan sebagainya; 
Di bawah ini dapat disimak beberapa hal sehubungan 
dengan ketentuan pidana penjara yang dapat menjadi jus 
constituendum, yakni sebagai berikut:31 
1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk 
waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima 
belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, 
kecuali ditentukan minimum khusus. 
2) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara 
seumur hidup; atau jika ada pemberatan pidana atas 
tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara lima belas 
tahun maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu 
dua puluh tahun berturutt-turut. 
                                                          
30Ibid., Hlm 31. 
31Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan,(Jakarta,  2014), Hlm 16. 
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3) Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling 
kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, 
Menteri Kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut 
menjadi pidana paling lama lima belas tahun. 
4) Pelepasan bersyarat. 
Stelsel pidana penjara, dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP, 
dibedakan menjadi (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) 
pidana penjara sementara waktu. 
Pidana penjara seumur hidup diancamkam pada pidana 
kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni: 
a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 
104, 365 ayat 4, 368 ayat 2 KUHP; dan 
b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai pidana mati, tetapi 
sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara 
setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106, 108 (2) 
KUHP. 
b. Pidana Kurungan 
Menurut Vos,32pidana kurungan pada dasarnya 
mempunyai dua tujuan. Pertama ialah sebagai custodia 
honesta untuk delik yang menyangkut kejahatan kesusilaan, 
yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti 
perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit 
sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua pasal tersebut diancam 
pidana penjara, 
Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama 
dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut. 
1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak. 
                                                          
32A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, 
Penyertaan dan Gabungan Delik) dalam Hukum Pennitesier, (Jakarta, 2006), Hlm 291. 
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2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan 
minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. 
3) Orang yang dipidana kurungan dan dipidana penjara 
diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan 
tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan 
daripada narapidana penjara. 
4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat 
menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit 
perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP). 
5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku 
apabila terpidana tertahan, yaitu pada hari keputusan 
hakim (setelah mempunyai putusan tetap) 
dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat 
kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan 
tindakan paksa memasukkan ke dalam lembaga 
permasyarakatan. 
 
d. Pidana Denda 
Pidana denda diancamkan pada banyak jenis 
pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana 
kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis 
kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana 
denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana 
kurungan. 
Menurut P.A.F. Lamintang33 bahwa, Pidana denda 
dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah 
diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi 
pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu pula pidana 
denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana, 
                                                          
33Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung, 1997), Hlm 711. 
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walaupun dendan dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, 
tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar 
oleh orang lain atas nama terpidana. 
Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang 
sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana 
kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan 
sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang 
bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang 
hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak 
memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. 
Hal ini dikarenakan nilai uang semakin lama semakin 
merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan 
dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai 
uang di pasaran. 
Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda 
dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana 
denda maksimum pada petindak pelarangan Pasal 362 
KUHP pencurian sebuah mobil dengan pidana denda 
sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil. 
Seperti diterangkan di atas, jika denda tidak dibayar, maka 
harus menjalani pidana kurungan pengganti denda. Pidana 
kurungan pengganti denda ini dapat ditetapkan yang 
lamanya berkisar antara satu hari sampai enam bulan. 
Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, batas 
waktu maksimum enam bulan ini dapat dilampui sampai 
paling tinggi menjadi delapan bulan (30 ayat 5, 6). 
 
e. Pidana Tutupan 
Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 
KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang 
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menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan 
kejahatan, yang diancamkan dengan pidana penjara karena 
terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh 
menjatuhkan pidana tutupan. 
Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak 
dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, 
cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu 
adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa 
pidana penjara lebih cepat. Tempat dan menjalani pidana 
tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk 
melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Pemerintah No.  8 Tahun 1948, yang 
dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah 
Tutupan.34 
 
2. Jenis-Jenis Pidana Tambahan 
a. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu 
Dalam hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki 
seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata 
(burgerlije daad) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). UU 
hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui 
alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, 
yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat 
dicabut tersebut adalah:35 
1) Hak memegang jabatan adalah pada umumnya atau 
jabatan yang tertentu; 
2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan 
Bersenjata/TNI; 
                                                          
34Adami Chazawi, Op. Cit, Hlm 42. 
35Ibid., Hlm 44. 
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3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang 
diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; 
4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas 
penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali 
pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas 
anak yang bukan anak sendiri; 
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian atau pengampuan anak sendiri; 
6) Hak menjalankan mata pencaharian. 
 
Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, 
tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu 
saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara 
seumur hidup atau pidana mati. 
Pasal 38 KUHP menentukan tentang lamanya waktu bila 
hakim menjatuhkan juga pidana pencabutan hak-hak tertentu. 
1) Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang 
bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak 
tertentu itu berlaku seumur hidup. 
2) Jika pidana pokok dijatuhkan berupa pidana penjara 
sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan 
hak-hak tertentu itu maksimum lima tahun dan 
minimum dua tahun lebih lama dari pada pidana 
pokoknya. 
3) Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa 
pidana denda, maka pidana pencabutan hak-hak 
tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling 
lama lima tahun. 
Perlu diperhatikan bahwa hakim baru boleh menjatuhkan 
pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan 
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di atas apabila secara tegas diberi wewenang oleh UU yang 
diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. 
b. Pidana Perampasan Barang Tertentu 
Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya 
diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak 
diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal 
perampasan untuk semua kekayaan. Adapun barang-barang 
yang dapat dirampas adalah36 
1) Barang milik terpidana atau orang lain yang 
seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari 
tindak pidana; 
2) Barang yang ada hubungannya dengan 
terwujudnya tindak pidana; 
3) Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau 
mempersiapkan tindak pidana; 
4) Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana; atau 
5) Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi 
terwujudnya tindak pidana. 
Ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang 
tertentu ialah: 
1) hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap 
dua jenis barang tersebut dalam Pasal 39 KUHP itu 
saja; 
2) hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh 
hakim pada kejahatan saja, dan tidak ada 
                                                          
36Bambang Waluyo, Op. Cit, Hlm 22. 
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pelanggaran, kecuali pada beberapa tindak pidana 
pelanggaran, misalnya Pasal: 502, 519, 549 KUHP 
(jenis pelanggaran). 
3) hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh 
hakim atas barang-barang milik terpidana saja. 
Kecuali ada beberapa ketentuan: (a) yang 
menyatakan secara tegas terhadap barang bukan 
milik terpidana (Pasal 250 bis), maupun (b) tidak 
secara tegas menyebutkan terhadap, baik barang 
milik terpidana atau bukan (misalnya Pasal: 275, 
205, 519 KUHP). 
c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim 
Pidana Pengumuman putusan hakim ini hanya dapat 
dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh UU, 
misalnya terdapat dalam Pasal: 128, 206, 361, 377, 395, 405 
KUHP. 
Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP, dulu 
Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan ini batal demi hukum. Tetapi 
pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah 
seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan 
hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan 
pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. 
Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim 
bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman 
itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat 
yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media 
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radio maupun televisi, yang pembiayaanya dibebankan pada 
terpidana.37 
3. Teori Tujuan Pemidanaan 
Tujuan diadakan pemidanaan (strafrechts theorieen) diperlukan 
karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (straffen) dan 
dasar hukum pidana. Franz Von Liszt mengajukan problematik sifat 
pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa “Rechtquterschutz 
durch Rechtquterverletzung” yang artinya melindungi kepentingan 
tetapi dengan menyerang kepentingan. Demikian pula Hugo de 
Groot menyatakan bahwa “malum passionis (quod lugliqitur) propter 
malum actionis”, yang artinya penderitaan jahat menimpa 
disebabkan oleh perbuatan jahat.38 
Mengenai tujuan pemidanaan dikenal beberapa teori pidana 
(strafrechts theorieen) tradisional, yang terdiri atas: 
a. Teori Absolut/Pembalasan (absoluut theorieen) 
Aliran ini menganggap dasar hak dari pidana sebagai 
alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). 
Teori pembalasan ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan 
mempunyai pengikut dengan jalan pikiran masing-masing 
seperti; Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl. Aliran 
pembalasan itu dibedakan atas corak subjektif, yang 
pembalasannya ditujukan terhadap kesalahan si pembuat 
karena tercela dan corak objektif, yang pembalasannya 
ditujukan sekadar terhadap perbuatan apa yang telah dilakukan 
                                                          
37Adami Chazawi, Op. Cit, Hlm 54. 




oleh orang yang bersangkutan. Misalnya, jika ada orang yang 
melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal dengan 
perbuatannya adalah dengan dijatuhi pidana mati. 
 
b. Teori Relatif/Tujuan (doel theorieen) 
Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar 
hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. 
Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yang harus 
dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok 
berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Dengan kata 
lain pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan 
pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan 
kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang 
bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi 
hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan 
masyarakat (social defence). 
Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini 
adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan 
karena orang melakukan kejahatan (quai peccatum est) 
melainkan “supaya orang jangan melakukan kejahatan” (ne 
peccetur). Dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-
undang orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan, 
jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya sanksi 
pidana dalam undang-undang sehingga melakukan tindak 
pidana, tetapi yang bersangkutan masih mungkin untuk 
diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang dijatuhkan 
padanya harus bersifat mendidik agar tidak mengulangi tindak 
pidana. 
c. Teori Gabungan (verening theorieen) 
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Teori ini mengajarkan bahwa pidana hendaknya 
didasarkan pada tujuan untuk pembalasan dalam rangka 
mempertahankan ketertiban masyarakat diterapkan secara 
kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya 
yang lain atau pada semua unsur yang ada.39 
Penulis pertama yang mengajukan teori ini adalah 
Pellegrio Rossi (1787-1884). Teorinya disebut sebagai teori 
gabungan karena pemidanaan menurut Rossi, yakni selain 
sebagai upaya pembalasan juga mempunya pelbagai pengaruh 
antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat 
dan prevensi generele. Jadi menurut teori ini bahwa 
pembalasan tetap ada (atau mutlak), tetapi diterapkan dengan 
kepentingan masyarakat, pidana tidak boleh lebih berat dari 
pada yang ditimbulkannya dengan kegunaannya juga tidak 
boleh lebih berat dari pada seharusnya. 
Di dalam rancangan undang-undang tentang KUHP dapat 
dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam 
rumusan Pasal 47 sebagai berikut. 
1. Pemidanaan bertujuan: 
a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 
menegakkan norma hukum demi pengayoman 
masyarakat; 
b. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 
pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik 
dan berguna; 
                                                          
39Ibid, Hlm 23 
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c. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh 
tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan 
mendatangkan rasa aman dalam masyarakat; 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
 
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 
tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. 
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
 Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak 
pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah 
pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam 
menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim 
dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat 
dipertanggunggjawabkan atau tidak. 
1. Pertimbangan Yuridis 
 Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 
pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh 
undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain40: 
a. Dakwaan jaksa penuntut umum 
Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasar 
itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan perumusan dakwaan 
didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun 
tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidir. 
                                                          
40Dwiyanto, Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim, di akses dari 
https://eprints.uns.ac.id/18296/3/bab2_1.pdf tanggal 20 Juni 2016. 
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b. Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa dalam Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan 
sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan 
terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 
ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana 
keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan 
ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap 
dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para 
saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas 
pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat 
hukum. 
c. Keterangan saksi 
Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan 
putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti 
ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi 
dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan ini 
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri, alami sendiri, bukan merupakan kesaksian de auditu 
testimonium dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan 
dengan mengangkat sumpah. 
d. Barang-barang bukti 
Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat 
dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan 
sidang pengadilan, yang meliputi: 
1). Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau 
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil 
tindak pidana; 
2). Benda yang dipergunakan secara langsung untuk commit to user 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; 




4). Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan 
tindak pidana; 
5). Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 
pidana yang dilakukan. 
 
e.  Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya 
Dalam praktek persindangan, Pasal peraturan hukum pidana itu 
selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, 
penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan dan memeriksa 
melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau 
tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 
peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa 
memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti 
terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah 
melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana 
tersebut. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa 
yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang 
bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah digolongkan sebagai 
pertimbangan hakim yang bersifat yuridis. Dan pasal-pasal tersebut 
dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. (Pasal 197 KUHAP). 
 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Dasar-dasar yang digunakan dalam pertimbangan sosiologis41, yaitu: 
a. Latar belakang terdakwa 
Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap 
keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan 
keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. 
Latar belakang perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan 
kriminal meliputi: 




1). Keadaan ekonomi terdakwa; 
2). Ketidak harmonis hubungan sosial terdakwa dalam lingkungan 
keluarganya, maupun dengan orang lain. 
b. Akibat perbuatan terdakwa 
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa 
korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari 
perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat 
pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak 
keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam, 
c. Kondisi diri terdakwa 
Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan 
kejahatan, termasuk pula status sosial terdakwa. Keadaan fisik 
yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara 
keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan berupa: 
mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan 
marah dan lain-lain. 
d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa 
Baik dalam KUHP maupun KUHAP tidak suatu aturan yang 
mengatur secara tegas mengenai keadaan sosial ekonomi 
terdakwa dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan 
putusan yang berupa pemidanaan. Namun dalam konsep KUHP 
yang baru, bahwa pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak 
pidana, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan lain-lain 
terhadap tindak pidana yang dilakukan dapat dijadikan dasar 
pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa 
pemidanaan. 
e. Agama terdakwa 
 Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila 
sekedar meletakkan tulisan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada kepala putusan, melainkan 
harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan 
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para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan 








A. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kabupaten Barru. 
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini 
maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri 
Barru. Pemilihan lokasi ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung 
dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu: 
1. Data Primer 
 Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam 
skripsi ini. 
2. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-
undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau 






C. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah 
dengan pedoman wawancara dan wawancara dengan pihak yang terkait 
dan dengan studi literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh baik secara data primer maupun data 
sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Memakai Tanah 
Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah Dalam Putusan 
Nomor: 04 / Pid.C / 2012 / PN.BR. 
Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat 
dibedakan menjadi dua jenis yaitu delik formil atau delik yang dirumuskan 
secara formil dan delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil. 
Delik formil adalah delik yang perumusannnya lebih menekankan pada 
perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang 
melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya 
akibat apapun dari perbuatan tersebut. Dengan demikian sutau delik formil 
dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan 
(rangkaian) perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik.  
Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan 
merupakan syarat selesainya delik. Sedangkan delik materiil adalah delik 
yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, 
dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat 
tertentu. Dalam delik materiil, akibat adalah hal yang harus ada (esensial 
atau konstitutif). Selesainya suatu delik materiil adalah apabila akibat yang 
dilarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi. Apabila pelaku 
telah selesai melakukan seluruh (rangkaian) perbuatan yang diperlukan 
untuk menimbulkan akibat yang dilarang akan tetapi karena suatu hal 
 49 
 
akibat yang dilarang tidak terjadi maka belum ada delik, paling jauh hanya 
percobaan terhadap delik. 
Dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
menyebutkan bahwa:  
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum“. 
Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
menyebutkan bahwa: 
“Bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat“ 
Negara Republik Indonesia corak kehidupannya masih bersifat 
agraris, sehingga tanah memiliki fungsi dan peranan yang meliputi 
berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbagai pengalaman historis 
telah membuktikan bahwa tanah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan 
manusia, sehingga kelompok-kelompok masyarakat memiliki aturan-
aturan atau norma-norma tertentu dalam masalah pertanahan. 
Bertambahnya penduduk mendorong perkembangan pemikiran manusia 
secara tidak langsung berkembang pulalah sistem, pola, struktur dan tata 
cara manusia bersikap dengan permasalahan tanah.  
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Berdasarkan kenyataan ini, tanah bagi penduduk merupakan harta 
kekayaan yang paling tinggi nilainya serta merupakan sumber kehidupan, 
maka dari itu masyarakat akan membela tanah yang dimilikinya sampai 
titik darah penghabisan ketika tanahnya diganggu. Oleh karena itu 
Pemerintah membuat peraturan-peraturan yang dapat dipergunakan 
dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang dialami masyarakat. 
Adapun peraturan-peraturan tersebut akan dituliskan oleh penulis di Bab 
ini. 
1. Tindak Pidana Pertanahan Dalam KUHP dan Peraturan Perundang-
undangan Di Luar Kodifikasi. 
Ada beberapa peraturan yang dipergunakan hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam menangani masalah konflik pertanahan 
yang terjadi dalam masyarakat antara lain sebagai berikut: 
1. Pasal 167 KUHP 
Kejahatan ini sering diistilahkan sebagai huisvredebreuk, atau 
pelanggaran hak kebebasan rumah tangga. Adapun aturan yang 
termuat dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP adalah sebagaimana dikutip 
di bawah ini: 
(1) Barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan 
memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau 
pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ 
dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat 
itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang 
yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-. 
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Menurut R. Sungandhi yang dimaksud mengenai pasal ini 
ialah:42 
Masuk dengan demikian saja, belum dapat diartikan sebagai 
"masuk dengan paksa" Yang dapat diartikan "masuk dengan 
paksa" ialah masuk dengan cara yang bertentangan dengan 
kehendak yang dinyatakan sebelumnya oleh yang berhak, 
misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tulisan 
"dilarang masuk" atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan 
dapat dipahami oleh orang di daerah sekitarnya. Pintu pagar atau 
pintu rumah yang ditutup demikian saja tanpa dikunci, belum 
dapat diartikan bahwa orang lain tidak boleh masuk. Apabila pintu 
pagar atau pintu rumah itu dikunci dengan alat pengunci atau 
ditempeli dengan tulisan "dilarang masuk", barulah memenuhi 
formalitas yuridis, bahwa orang lain tidak boleh masuk di tempat 
tersebut. Seorang penarik rekening, penjual sayuran atau 
pengemis yang memasuki pekarangan atau rumah yang pintunya 
tidak terkunci atau tidak memakai tanda larangan "dilarang 
masuk", belum berarti "masuk dengan paksa" dan tidak dapat 
dihukum.  
Akan tetapi apabila kemudian yang berhak lalu mengusirnya, 
maka mereka itu harus segera tempat itu. Jika tuntutan itu diulangi 
sampai tiga kali berturut-turut dan tidak pula diindahkan, maka 
mereka itu sudah dapat dihukum. Orang yang hendak memasuki 
rumah orang lain, sedang yang berhak atas rumah itu 
melarangnya atau dengan jalan menghalang-halangi pintunya, 
tetapi orang itu memaksa saja untuk masuk, maka ia sudah dapat 
dikatakan masuk dengan paksa dan dapat dihukum. 
Yang dapat dianggap juga sebagai "masuk dengan paksa" 
menurut ayat dua ialah ; orang yang masuk dengan jalan 
membongkar, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu, pakaian jabatan palsu atau orang yang bukan karena 
kekeliruan masuk ke tempat itu dan orang yang berada di tempat 
tersebut pada waktu malam. Orang yang menyusup ke sebuah 
rumah atau ruangan tertutup pada waktu siang dan kedapatan di 
tempat itu pada waktu malam, termasuk dalam larangan ini. 
Sebaliknya orang yang nenyusup pada waktu malam dan 
kedapatan pada keesokan harinya, tidak termasuk dalam larangan 
ayat ini. Jadi yang dapat dituntut menurut pasal dan ayat ini ialah 
orang yang berada di tempat itu pada waktu malam. 
Dalam pengertian rumah termasuk pula perahu atau kendaraan 
lain yang ditinggali oleh orang. Pendek kata semua tempat yang 
digunakan untuk tempat tinggal. 
                                                          
42Sungandhi, KUHP dan Penjelasannya,(Surabaya,1981), Hlm 186 
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Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 167 KUHP adalah 
sebagaimana diuraikan dibawah ini: 
a. Unsur barang siapa. 
b. Unsur melawan hak orang lain. 
c. Unsur masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau 
ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh 
orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya. 
d. Unsur tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas 
permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang 
berhak. 
a. Unsur Barang Siapa 
Mengenai unsur “barang siapa”, sebagian pakar hukum pidana 
berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur 
melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa si pelaku adalah 
manusia. Akan tetapi, pendapat tersebut disangkal pakar lainnya 
dengan mengutarakan pendapat bahwa “barang siapa” tersebut 
benar adalah unsur, tetapi perlu diuraikan siapa manusianya dan 
berapa orang. Jadi, identitasnya “barang siapa” tersebut harus jelas. 
Kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan surat dakwaan. 
Itulah sebabnya “barang siapa” dianggap sebagai unsur.43 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi 
Ketiga, pengertian "barang siapa” adalah sama dengan: “siapa pun, 
sembarang orang, siapa saja”.44 
Mengenai unsur “barang siapa” adalah Jan Remmelink, yang 
memakai pendekatan sejarah, berpendapat sebagai berikut: 
Pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa 
hanya nanusia (orang per orang/individu) yang dapat menjadi subjek 
tindak pidana... korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak 
pidana...45 
 
                                                          
43Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta, 2012), Hlm 9 
44Hasan Alwi, dkk, Op.cit. Hlm 1059 
45Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kusuma, Op.cit, Hlm 65  
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b. Unsur Melawan Hak Orang Lain 
Terkait dengan “melawan hak“, dengan mengutip berbagai 
sumber, Leden Marpaung, memberikan keterangan sebagai berikut: 
Dalam bahasa Belanda, sebagian pakar menggunakan istilah 
on- rechtmatige daad, sebagian lagi memakai istilah wederrechtelijk. 
Sejak perubahan pendapat Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 
1919, N J. 1919, W. 10365, doktrin membedakan wederrechtelijk 
(melawan hukum) atas: 1) melawan hukum dalam arti materiil; 2) 
melawan hukum dalam arti formal. Lamintang menjelaskan hal 
tersebut sebagai berikut 
 
Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formal, suatu 
perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk 
apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat 
dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. 
 
Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, 
apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk 
atau tindak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan 
ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut 
asas- asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.46 
 
Menurut R. Soesilo, yang dimaksud “melawan hak" adalah: 
Adapun kata melawan hak artinya bertentangan dengan hak orang 
lain atau bertentangan dengan hukum.47 
 
c. Unsur Masuk dengan Memaksa ke dalam Rumah atau 
Ruangan yang Tertutup atau Pekarangan, yang Dipakai oleh 
Orang Lain, atau Sedang Ada di Situ dengan Tidak Ada Haknya 
Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “masuk dengan 
paksa" ialah: 
Masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih 
dahulu dari orang yang berhak.48 
 
                                                          
46Ibid., Hlm 44-45. 
47Soesilo, Op. Cit., Hlm 21. 
48Ibid., Hlm 143. 
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Lebih lanjut mengenai kategori “masuk dengan paksa", R. 
Soesilo menerangkan sebagai berikut: 
 
a. mereka yang masuk dengan memecah, memanjat, memakai kunci 
palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu; atau 
b. mereka yang tidak setahu yang berhak dan lain dari pada karena 
keliru, masuk ke tempat tersebut dan kedapatan di sana pada 
waktu malam. (Orang yang menyusup ke dalam rumah orang 
pada waktu siang dan kedapatan di tempat itu waktu malam, 
adalah masuk dalam larangan ini, sebaliknya orang yang 
menyusup pada waktu malam dan kedapatannya di tempat itu 
pada waktu pagi, tidak masuk, dalam larangan itu. Jadi di sini 
yang penting bukanlah berada di tempat itu pada waktu malam, 
akan tetapi ia kedapatan di tempat tersebut pada waktu malam).49 
 
Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan "ruangan tertutup” 
dan “pekarangan tertutup" dalam pasal ini ialah sebagai berikut. 
 
"Ruangan tertutup“ maksudnya ruangan yang hanya boleh 
dimasuki oleh orang-orang yang tertentu saja dan bukan untuk 
umum yang dimaksudkan dengan “pekarangan tertutup" ialah suatu 
pekarangan yang dengan nyata ada batas-batasnya misalnya ada 
pagar, hak, dll sekeliling pekarangan itu.50 
 
d. Unsur Tidak dengan Segera Pergi dari Tempat itu atas 
Permintaan Orang yang Berhak atau Atas Nama Orang yang 
Berhak 
P.A.F. Lamintang, dengan mengutip putusan dari Hoge Raad. 
menerangkan mengenai yang dimaksud dengan tidak segera pergi 
setelah diperintahkan sebagai berikut:51 
Dari kenyataan bahwa para tertuduh telah memasuki secara 
bersama-sama dan tidak segera pergi setelah diperintahkan untuk 
berbuat demikian, menunjukkan kepada Hakim bahwa sikap tersebut 
telah diambil sesuai dengan persetujuan mereka secara tegas 
ataupun, secara diam-diam. 
                                                          
49 Ibid., Hlm 144. 
50 Ibid., 




Salah satu contoh penerapan Pasal 167 KUHP terhadap fakta 
kasus dapat dilihat pada putusan nomor: 2266 K/PID/2012/PN.MKS: 
Bahwa para Terdakwa I. Abu Ismail dan Terdakwa II. 
Amir Ismail, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat 
ditentukan lagi dengan pasti tahun 2005, atau sekitar waktu itu 
setidak-tidaknya pada waktu lain yang dalam tahun 2005, 
bertempat di Jalan Anggrek atau Batua Raya 12 Kota 
Makassar, setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan 
melawan hukum ada di dalam rumah atau tempat yang 
tertutup atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh 
orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas 
permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama 
yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak atau 
permintaan atas nama yang berhak perbuatan Terdakwa 
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
Awalnya saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik 
Pamussureng dengan dasar Surat Rinci Kohir 1275 CL Persil 
67 SII atas nama Pamussureng dan selanjutnya tanah 
tersebut dibeli oleh saksi H. Abd. Gaffar Mile, SE. dengan 
dasar Akta Jual Beli Nomor : 071 / I / 1982 tanggal 18 Januari 
1982 ; 
Selanjutnya setelah saksi H. Abd. Gaffar Mile, SE. 
membeli tanah tersebut kemudian saksi lalu mengurus 
sertifikat tanah itu dan pada tanggal 25 Agustus 2010 keluar 
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 21589 Kelurahan Paropo, 
Surat Ukur Nomor : 02502, tanggal 25-08-2010 luas 2.572 M2 
atas nama H. Abd. Gaffar Mile, SE. dan para Terdakwa pada 
tahun 2005, telah memasuki lokasi tanah itu dengan membuat 
rumah di dalam tanah tersebut dan ketika para Terdakwa 
membuat rumah para Terdakwa tidak pernah meminta izin 
kepada saksi H. Abd. Gaffar Mile, SE. dan malahan saksi H. 
Abd. Gaffar Mile, SE. dan sejak 2005 sudah beberapa kali 
menegur para Terdakwa untuk keluar dari lokasi tanah baik 
secara lisan maupun tertulis namun para Terdakwa I. Abu 
Ismail dan Terdakwa II. Amir Ismail tidak mau keluar dari 
lokasi tanah itu sehingga saksi Ismail H. 
 
L. Dg. Mile melaporkan para Terdakwa ke Penyidik untuk 
diproses lebih lanjut ; 
Akibat perbuatan para Terdakwa yang membuat rumah di 
dalam lokasi tanah milik lelaki H. Abd. Gaffar Mile, SE maka 
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lelaki H. Abd. Gaffar Mile, SE. mengalami kerugian kurang 
lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 
2. PASAL 227 KUHP 
Pasal ini dalam KUHP termasuk dalam bab Kejahatan terhadap 
Kekuasaan Umum. Adapun aturan yang termuat dalam Pasal 227 
KUHP adalah sebagaimana dikutip di bawah ini: 
Barang siapa melaksanakan suatu hak. padahal ia mengetahui 
bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam 
dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana 
denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. 
  
Adapun penjelasan R. Sungandhi mengenai pasal di atas 
ialah52 
Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang mela-
kukan suatu hak yang telah dicabut dengan keputusan pengadilan 
Hak-hak yang dapat dicabut menurut keputusan hakim, ialah hak-
hak yang tersebut dalam Pasal 35 KUHP yakni: 
1. menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu; 
2. masuk menjadi A.B.R.I.; 
3. memilih dan dapat dipilih pada pemilihan yang dilakukan 
karena undang-undang umum; 
4. menjadi penasehat atau wali, wali pengawas, pengampu 
atau pengampu pengawas atas orang lain daripada anaknya 
sendiri; 
5. kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya 
sendiri; 
6. melakukan pekerjaan yang ditentukan. 
Hal-hal di atas ini oleh Pasal 10 KUHP dianggap sebagai 
hukuman tambahan. 
Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, padahal 
haknya mengemudi telah dicabut oleh hakim, dapat dikenakan 
pasal ini. 
 
Mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 216 KUHP 
adalah sebagai berikut: 
a. Barang siapa. 
                                                          
52Sungandi, Op.cit, Hlm 246. 
 57 
 
b. Melaksanakan suatu hak. 
c. Padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak 
tadi telah dicabut. 
a.Unsur  Barang Siapa 
Mengenai unsur “barang siapa”, sebagian pakar hukum pidana 
berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur 
melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa si pelaku adalah 
manusia. Akan tetapi, pendapat tersebut disangkal pakar lainnya 
dengan mengutarakan pendapat bahwa “barang siapa” tersebut 
benar adalah unsur, tetapi perlu diuraikan siapa manusianya dan 
berapa orang. Jadi, identitasnya “barang siapa” tersebut harus jelas. 
Kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan surat dakwaan. 
Itulah sebabnya “barang siapa” dianggap sebagai unsur.53 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi 
Ketiga, pengertian "barang siapa” adalah sama dengan: “siapa pun, 
sembarang orang, siapa saja”.54 
Mengenai unsur “barang siapa” adalah Jan Remmelink, yang 
memakai pendekatan sejarah, berpendapat sebagai berikut: 
Pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa 
hanya nanusia (orang per orang/individu) yang dapat menjadi subjek 
tindak pidana... korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak 
pidana...55 
b. Unsur Melaksanakan Suatu Hak 
R. Soesilo berpendapat mengenai unsur melaksanakan suatu hak 
sebagaimana dimaksud sebagai berikut: 
Orang yang mengetahui bahwa haknya untuk mengemudi kendaraan 
motor (rijbewijs) dicabut, terus melakukan pekerjaannya mengemudi 
dapat dikenakan pasal ini.56 
 
 
                                                          
53 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta, 2012), Hlm 9. 
54 Hasan Alwi, dkk, Op.cit. Hlm 1059. 
55 Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kusuma, Op.cit, Hlm 65. 
56 Soesilo, Op.cit., Hlm. 177. 
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Hak menurut situs www.wikipedia.org adalah sebagaimana dikutip di 
bawah ini: 
Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang 
yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus 
Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang 
benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat 
sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), 
kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, 
derajat atau martabat.57 
 
c. Unsur Padahal Ia Mengetahui Bahwa dengan Putusan Hakim 
Hak Tadi Telah Dicabut 
R. Soesilo berpendapat mengenai unsur padahal ia mengetahui 
bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut sebagaimana 
dimaksud sebagai berikut: 
Dalam beberapa hal orang selain dijatuhi hukuman pokok, dapat 
pula dijatuhi hukuman tambahan (Pasal 10 KUHP). Di antara 
hukuman-hukuman tambahan terdapat ialah "mencabut hak yang 
tertentu.58 
 
Salah satu contoh penerapan Pasal 227 KUHP terhadap 
fakta kasus dapat dilihat pada putusan Pengadilan Tinggi 
Palembang Nomor: 03/Pid/2013/PT.PLG:  
Bahwa ia terdakwa Ruslan Bin Sudin pada hari dan 
tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam kurun waktu 
bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Desember 2011 
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 
sampai dengan tahun 2011 bertempat di Desa Tebing Tinggi 
Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya 
disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan 
mengadili; melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui 
bahwa dengan putusan hakim tadi telah dicabut, yang dilakukan 
dengan cara-cara sebagai berikut: 
                                                          




Bermula dari permasalahan kepemilikan sah tanah seluas 
8855 m² di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Mulak Ulu 
Kabupaten Lahat antara saksi korban Aleha Binti Aji Temat 
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1037.K/ 
Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 maka pihak Pengadilan 
Negeri Lahat melaksanakan eksekusi terhadap tanah tersebut 
pada tanggal 14 Desember 2011 berdasarkan Berita Acara 
Eksekusi Nomor: 01/Pdt.Eks/2011/PN.LT tanggal 14 Desember 
2011; 
Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 
1037.K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 tersebut telah 
diberitahukan kepada terdakwa sehingga seharusnya terdakwa 
melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dengan 
cara menghentikan kegiatan mengelola tanah tersebut untuk 
kepentingan pribadinya akan tetapi hingga pelaksanaan 
eksekusi terhadap tanah tersebut, terdakwa masih saja 
bertempat tinggal dan mengelola tanah tersebut untuk 
kepentingan pribadinya; 
Bahwa pada saat pihak Pengadilan Negeri Lahat akan 
melakukan eksekusi tanah terhadap Putusan Mahkamah Agung 
Ri Nomor: 1037.K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 dengan 
cara memasang patok kepemilikan tanah atas nama saksi 
korban Aleha Binti Aji Temat, terdakwa yang membangun 
pondok dan kesehariannya bertempat tinggal di atas tanah 
tersebut menghalangi pelaksanaan eksekusi dengan alasan 
pihak Pengadilan Negeri Lahat salah memasang patok di atas 
tanahnya sehingga sampai saat ini terdakwa masih bertempat 
tinggal dan mengelola tanah tersebut; 
Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Aleha 
Binti Aji Temat tidak dapat mengelola tanah seluas 8855 m² 
yang merupakan miliknya yang sah dikarenakan masih diduduki 
oleh terdakwa. 
 
3. PASAL 263 KUHP 
Pasal ini dalam KUHP termasuk kejahatan pemalsuan surat. Adapun 
aturan yang termuat dalam Pasal 263 KUHP adalah sebagaimana 
dikutip di bawah ini: 
1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan 
surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu 
perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau 
yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu 
perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau 
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menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-
olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau 
mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian 
dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya enam tahun. 
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa 
dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang 
dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, 
kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu 
kerugian. 
 
R. Sungandhi menjelaskan mengenai pasal ini sebagai berikut:59 
Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang 
membuat surat palsu atau memalsukan surat: 
1. yang dapat menerbitkan sesuatu hak ; 
2. yang dapat menerbitkan sesuatu perulangan ; 
3. yang dapat membebaskan dari pada utang ; 
4. yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan 
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 
surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan 
Jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
 
Selanjutnya ayat (2) mengancam hukuman kepada orang yang 
dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian 
surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
 
- Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak misalnya: surat 
izin mengemudi, ijazah, karcis tanda masuk, surat saham 
dan lain sebagainya. 
- Surat yang dapat menerbitkan sesuatu perutangan misalnya 
surat kuasa untuk dapat membuat utang. 
- Surat yang dapat membebaskan daripada utang misalnya 
kuitansi dan sejenisnya. 
- Surat yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal 
misalnya: akte kelahiran, akte kematian, akte pendirian 
sesuatu usaha dan lain sebagainya. 
- "Surat palsu” dapat diartikan surat yang disusun demikian 
rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar). 
- "Memalsukan surat” berarti mengubah surat itu demikian 
rupa, sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang 
asli. 
                                                          
59Sungandi, Op.cit, Hlm 280-281. 
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- "Memalsukan tanda-tangan yang berkuasa menanda-
tangani surat” termasuk dalam pengertian "memalsukan 
surat”. Demikian pula menempelkan pas foto orang lain 
daripada yang berhak dalam ijazah sekolah, surat izin 
mengemudi, harus dapat dipandang sebagai suatu 
pemalsuan. 
- "Dapat mendatangkan kerugian”, tidak perlu dibuktikan 
bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya 
"kemungkinan” saja. 
- Yang diartikan "kerugian” tidak hanya kerugian meteriil, 
tetapi juga kerugian-kerugian di lapangan kemasyarakatan, 
kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. 
 
Adapun mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 
KUHP ini adalah sebagai berikut: 
a. Unsur barang siapa. 
b. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau 
sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan 
sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan. 
c. Unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh 
orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-oleh surat itu 
asli dan tidak dipalsukan. 
d. Unsur maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan 
sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan 
hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. 
a.Unsur  Barang Siapa 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi 
Ketiga, pengertian "barang siapa” adalah sama dengan: “siapa pun, 
sembarang orang, siapa saja”.60 
Mengenai unsur “barang siapa” adalah Jan Remmelink, yang 
memakai pendekatan sejarah, berpendapat sebagai berikut: 
                                                          
60Hasan Alwi, dkk, Op.cit. Hlm 1059. 
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Pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa 
hanya nanusia (orang per orang/individu) yang dapat menjadi subjek 
tindak pidana... korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak 
pidana...61 
Mengenai unsur “barang siapa”, sebagian pakar hukum pidana 
berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur 
melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa si pelaku adalah 
manusia. Akan tetapi, pendapat tersebut disangkal pakar lainnya 
dengan mengutarakan pendapat bahwa “barang siapa” tersebut 
benar adalah unsur, tetapi perlu diuraikan siapa manusianya dan 
berapa orang. Jadi, identitasnya “barang siapa” tersebut harus jelas. 
Kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan surat dakwaan. 
Itulah sebabnya “barang siapa” dianggap sebagai unsur.62 
b. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang 
Menerbitkan Suatu Hak, Sesuatu Perjanjian (Kewajiban) atau 
Sesuatu Pembebasan Utang, atau yang Boleh Dipergunakan 
sebagai Keterangan bagi Sesuatu Perbuatan  
Menurut R. Soesilo, yang dimaksud "surat" dalam hal ini  adalah: 
a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda 
masuk, surat andil, dll.63 
Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan "membuat surat 
palsu" dalam konteks ini adalah: 
membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau 
membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal 
surat itu yang tidak benar...64 
                                                          
61 Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kusuma, Op.cit, Hlm 65. 
62 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta, 2012), Hlm 9. 




P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, dengan mengutip 
putusan Hoge Raad, memberikan penjelasan mengenai membuat 
secara palsu sebagai berikut.65 
Sepucuk surat itu telah dibuat palsu, apabila surat itu 
menimbulkan anggapan yang salah, yang disebabkan oleh 
orang yang tanda tangannya dibubuhkan pada surat tersebut. 
Dalam hal ini surat itu telah ditandatangani dengan sebuah 
nama yang dikarang dari seseorang yang sebenarnya tidak 
ada. 
(H. R 15 Juni 1931, N J. 1932.1342, W. 12351) 
Barang siapa membubuhkan tanda tangan dari orang lain, 
walaupun seandainya benar bahwa pembubuhan tanda tangan 
itu adalah dengan persetujuan ataupun diperintahkan oleh 
orang yang berhak, ia telah membuat palsu surat itu. 
(H.R. H April 1913, N.J. 1913, 923, W. 9496) 
Mengenai persoalan apakah sepucuk surat itu telah dibuat 
secara palsu, haruslah ditinjau dari saat pembuatan surat 
tersebut. Apabila isinya ketika itu adalah tidak benar, adalah 
tidak menjadi soal, bahwa isinya itu kemudian adalah sesuai 
dengan keadaan yang timbul beberapa jam sesudah itu. 
IH.R. 29 Maret 1943, 1943, No. 371) 
Suatu surat itu adalah palsu, apabila suatu bagian yang integral 
dari surat itu adalah palsu. 
(H R. 18 Maret 1940,1940 No 781) 
 
“Dipersamakan dengan menandatangani sesuatu surat, yaitu 
perbuatan membubuhkan cap tanda tangan pada surat 
tersebut.” 
 (H.R.2 Pebr. 1920, N J. 235, W. 10535) 
 
c. Unsur dengan Maksud Akan Menggunakan atau Menyuruh 
Orang Lain Menggunakan Surat-surat Itu Seolah-oleh Surat Itu 
Asli dan Tidak Dipalsukan 
Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan maksud akan 
menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat 
                                                          
65Lamintang & Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung, 1983), Hlm 112-113. 
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itu seolah-oleh surat itu asli dan tidak dipalsukan dalam hat ini 
adalah:  
Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada 
waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan 
menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat 
itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi pemalsuan surat 
untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan, atau 
percobaan di laboratorium, tidak dapat dikenakan pasal 
ini66 
 
Mengenai unsur maksud untuk mempergunakan atau menyuruh 
mempergunakan, P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 
dengan mengutip putusan Hoge Raad, menerangkan sebagai 
berikut: 
 
Maksud untuk menimbulkan kerugian tidaklah disyaratkan, 
melainkan hanyalah maksud untuk mempergunakan atau 
menyuruh mempergunakan surat yang palsu atau 
dipalsukan itu. 
(H.R 27 Des. 1886, W. 5381; 28 Juni 1897, W. 6995) 
 
Pada waktu menjatuhkan hukuman dapat diambil tengah-
tengah apakah tertuduh bermaksud mempergunakannya 
sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk 
mempergunakannya. 
(H.R. 2 Jan. 1939,1939 No. 577) 
 
Adapun salah satu contoh penerapan Pasal 263 KHUP terhadap 
fakta kasus dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan Nomor: 128K/ PID/2006: 
Bahwa ia Terdakwa TEUKU SYAUKI MARKAM pada tanggal 
25 Februari 2002 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
dalam bulan Februari 2002 bertempo di Jalan Bhakti No. 48 
Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan atau pada suatu 
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja memakai surat palsu 
atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat 
Itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan Terdakwa 
                                                          
66 Soesilo, Op.cit, Hlm 169. 
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tersebut dilakukan dengan cara sebagal berikut: 
 
Pada tanggal 16 Juni 2001 Terdakwa TEUKU SYAUKI 
MARKAM membuat perjanjian kerjasama pekerjaan 
pembangunan gudang di atas tanah yang terletak di Jalan 
Bhakti No. 48 Cilandak Timur, Jakarta Selatan dengan 
saksi YULIART dengan nilai kontrak sebesar Rp 
1.420.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh juta 
rupiah) luas gudang 24 x 66 m persegi. Setelah selesai 
pekerjaan pembangunan gudang tersebut, Terdakwa 
menjual tanah dan bangunan gudang tersebut kepada 
saksi H. LUKMAN SUGITO seharga Rp 5.364.740.000,- 
(lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus 
empat puluh ribu rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli nomor 
118/11/2002 tanggal 25 Februari 2002 yang ditandatangan 
oleh Notaris Ny. Ninuk Kartini, S.H. Notaris yang berkantor 
di Jalan Langsat IV No. 9 Kebayoran Baru Jakarta 
Selatan; 
 
Bahwa pada waktu Terdakwa menjual tanah dan 
bangunan yang terletak di Jalan Bhakti No. 48 Cilandak 
Timur, Jakarta Selatan, Terdakwa tidak menghadap 
sendiri kepada Notaris Ny. Ninuk Kartini, S.H. melainkan 
Akta Jual Beli tersebut diantar oleh saksi Yuliarto ke rumah 
Terdakwa di Jalan Bhakti No. 48 Cilandak Timur, Jakarta 
Selatan, untuk ditandatangani oleh Terdakwa dan istri 
Terdakwa yang bernama Indah Yuliarti; 
 
Bahwa ternyata Akta Jual Beli nomor 118/11/2002 tanggal 
25 Februari 2002 diantar oleh saksi Yuliarto kepada 
Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi 
Yuliarto bukanlah Notaris ataupun pegawai kantor Notaris 
melainkan saksi Yuliarto adalah orang yang membangun 
gudang di atas tanah yang ditempati Terdakwa namun 
Terdakwa tetap menandatangani Akta Jual Beli yang 
diantar oleh saksi Yuliarto. Bahwa ternyata Akta Jual Beli 
tersebut bukan merupakan produk Akta Jual Beli yang 
dibuat dan ditanda-tangani oleh Notaris Ny. Ninuk Kartini, 
S.H. sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli nomor 118/ 
11/2002 tanggai 25 Februari 2002 tersebut karena 
terdapat beberapa perbedaan dengan Akta Jual Beli yang 
pernah dibuat oleh Notaris Ny. Ninuk Kartini, S.H. antara 
lain harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Lurah beserta 
cap resmi dari Oesa atau Lurah karena objek jual beli 
adalah tanah girik, dan saksi yang tertera dalam Akta Jual 
Beli antara Terdakwa selaku penjual dengan H. Lukman 
Sugito selaku pembeli disaksikan oleh Ety Nurhayati dan 
Nurdin Haryadi bukanlah pegawai kantor Notaris dari Ny. 
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Ninuk Kartini, S.H. Selain itu legalisasi Akta Jual Beli 
tersebut ternyata dibuat oleh Ny. Ninuk Kartini, S.H. selaku 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang seharusnya 
dilegalisir oleh Notaris selaku pejabat umum bukan oleh 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti pada Akta 
Jual Beli nomor 118/11/2002 tanggal 25 Februari 2002; 
 
Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Lukman 
Sugito menderita kerugian sebesar Rp5.364.740.000,- 
(lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus 
empat puluh ribu rupiah); 
 
 
4. PASAL 266 KUHP 
Pasal 266 ini pun dalam KUHP masih termasuk ke dalam bab 
kejahatan pemalsuan surat. Adapun aturan yang termuat dalam 
Pasal 266 KUHP adalah sebagaimana dikutip di bawah ini: 
1. Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan 
palsu ke dalam sesuatu akta authentiek tentang sesuatu 
kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh suatu 
akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau 
menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah 
keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka 
kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan 
kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa 
dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya 
cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat 
itu dapat mendatangkan kerugian. 
 
 Penjelasan pasal tersebut menurut pendapat R. Sungandhi 
ialah: 
 Yang diancam hukuman dalam pasal ini misalnya:  
1. Orang yang memberikan keterangan yang tidak benar 
kepada pegawai Catatan Sipil untuk dimasukkan ke dalam 
akte kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, 
dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh 
orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah 
keterangan yang termuat di dalam akte itu benar; 
2. selain itu juga orang yang dengan sengaja menggunakan 
akte yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam 
kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu 
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bertindak seakan-akan isi surat itu benar dan perbuatan itu 
dapat mendatangkan kerugian; 
3. seorang pedagang yang menyuruh membuat persetujuan 
dagang kepada seorang notaris mengenai sebidang tanah, 
yang mana sebenarnya tanah itu telah dijual kepada orang 
lain. Dalam hal ini maka akte notaris itu merupakan suatu 
surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu 
pemindahan hak milik. Kerugian yang diderita oleh 
pembeli sudah nyata, yakni jumlah uang yang dibayar 
untuk pembelian itu yang bukan semestinya, biaya notaris 
dan sebagainya. 
Perbuatan-perbuatan semacam ini merupakan perbuatan 
yang membahayakan kepercayaan umum, sehingga 
menurut pasal ini diancam hukuman yang lebih berat. 
  
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 266 ayat (1) 
KUHP ini adalah sebagai berikut: 
a. Unsur barang siapa. 
b. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke 
dalam autentik mengenai sesuatu hal yang 
kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu. 
c. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang memakai akta itu seolah-olah keterangannya 
sesuai dengan kebenaran. 
b. Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, 
karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling 
lama enam tahun. 
a.Unsur  Barang Siapa 
Mengenai unsur “barang siapa”, sebagian pakar hukum pidana 
berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur 
melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa si pelaku adalah 
manusia. Akan tetapi, pendapat tersebut disangkal pakar lainnya 
 68 
 
dengan mengutarakan pendapat bahwa “barang siapa” tersebut 
benar adalah unsur, tetapi perlu diuraikan siapa manusianya dan 
berapa orang. Jadi, identitasnya “barang siapa” tersebut harus jelas. 
Kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan surat dakwaan. 
Itulah sebabnya “barang siapa” dianggap sebagai unsur.67 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi 
Ketiga, pengertian "barang siapa” adalah sama dengan: “siapa pun, 
sembarang orang, siapa saja”.68 
Mengenai unsur “barang siapa” adalah Jan Remmelink, yang 
memakai pendekatan sejarah, berpendapat sebagai berikut: 
Pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa 
hanya nanusia (orang per orang/individu) yang dapat menjadi subjek 
tindak pidana... korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak 
pidana...69 
b. Unsur Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam 
Akta Autentik Mengenai Sesuatu Hal yang Kebenarannya Harus 
Dinyatakan oleh Akta Itu 
Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kusuma mengutip Pendapat dari 
S.R. Sianturi, terkait dengan “menyuruh” adalah sebagaimana dikutip 
di bawah ini: 
Tindakan subjek ialah menyuruh memasukkan suatu 
keterangan palsu ke dalam akta autentik. Dari kata 
menyuruh ini dapat ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya 
ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada 
yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan 
keterangan palsu dan seterusnya. 
... keterangan palsu itu ialah keterangan yang tidak sesuai 
dengan kebenaran, dan keterangan yang tidak Sesuai 
dengan kebenaran tersebut oleh pelaku harus dibuat untuk 
                                                          
67 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta, 2012), Hlm 9. 
68 Hasan Alwi, dkk, Op.cit. Hlm 1059. 
69 Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kusuma, Op.cit, Hlm 65. 
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dicantumkan dalam suatu akta autentik oleh pejabat yang 
berwenang untuk membuat akta autentik tersebut.70 
Mengenai keterangan palsu, R. Soesilo berpendapat 
sebagaimana dikutip bawah ini: 
5. Dapat dihukum menurut pasal ini misalnya pedagang 
yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada 
seorang notaris mengenai sebidang tanah, jika terlebih 
dahulu ia telah menjual tanah itu kepada orang lain....71 
Mengenai "akta autentik", www.wikipedia.org 
menguraikannya sebagaimana di bawah ini: 
Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam 
bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di 
hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti 
Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat 
Sipil), di tempat akta itu dibuat (vide Pasal 1868 
KUHPerdata, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen 
(HIR), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten 
(RBg).72 
c. Unsur dengan Maksud untuk Memakai atau Menyuruh Orang 
Memakai Akta Itu Seolah-olah Keterangannya Sesuai dengan 
Kebenaran 
Unsur "maksud" dalam konteks ini, P.A.F. Lamintang berpendapat 
yang harus dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim untuk 
mengetahui adanya "maksud” adalah sebagaimana dikutip di bawah 
ini: 
1. Adanya kehendak pada terdakwa untuk menyuruh 
mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai 
sesuatu hal di dalam suatu akta autentik yang 
kebenarannya harus dinyatakan oleh akta autentik 
tersebut; 
                                                          
70Lamintang & Djisman Samosir, Op.cit, Hlm 74-75. 
71Soesilo, Op.cit, Hlm 171. 
72www.wikipedia.org., Akta Otentik, http://id.wikipedia.org/wiki/Akta_Otentik. 
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2. Adanya pengetahuan pada terdakwa, bahwa akta 
tersebut merupakan suatu akta autentik; 
3. Adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakannya 
atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya 
seolah-olah keterangannya yang tercantum dalam akta 
tersebut sesuai dengan kebenaran.73 
 
d. Unsur Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian, 
karena Pemalsuan Surat, dengan Pidana Penjara Paling Lama 
Enam Tahun  
Dalam Hoge Raad, arrest-nya tanggal 14 Oktober 1940, NJ 1941 
No. 42, terkait dengan timbulnya kerugian, memutuskan bahwa: 
...Yang dimaksud dengan kerugian itu bukan hanya 
kerugian material saja. Jika penggunaan surat yang berisi 
keterangan palsu itu dapat menyulitkan pemeriksaan 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka kepentingan 
umum telah dirugikan.74 
Salah satu contoh Penggunaan Pasal 266 dapat dilihat pada 
putusan Pengadilan Negeri Pemekasan Nomor : 71 
PK/Pid/2005: 
Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2002 telah merubah surat 
pemberitahuan pajak tentang (SPPT) Nomor. 
35.28.020.006.026 - 0184.0 atas nama Humaidi/ Holifah kepada 
A. Racheim Ishaq yang mana SPPT tersebut sebelum tahun 
2002 nama wajib pajaknya adalah Humaidi/Holifah, dengan 
maksud Terdakwa SPPT tersebut dipergunakan sebagai 
persyaratan untuk kelengkapan administrasi permohonan 
Sertifikat yang diajukan oleh A. Racheim Ishaq melalui 
Terdakwa ke Kantor Pertanahan Kab. Pamekasan dan 
persyaratan lainnya adalah buku letter Desa (letter C) Nomor. 
206, Persit 18 kelas l/D dengan luas tanah 0056 atas nama Ba'l 
Bak Djasmi sehingga dengan hal tersebut lalu terbit sertifikat 
                                                          
73P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, Op.cit, Hlm 78-79 
74Ibid., Hlm 73 
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atas nama A. Racheim Ishaq dengan Nomor Sertifikat 220 yaitu 
turunan dari Letter C No.206 persil 18 kelas l/D, kemudian 
karena menurut Terdakwa ada kekeliruan data melalui Letter C 
Nomor 206 Persil 18 kelas l/D atas nama Ba'i Buk Djasmi, lalu 
oleh Terdakwa data sebenarnya adalah atas nama 
Humaidi/Holifah dan sejak tahun 1978 yang menguasai tanah 
tersebut adalah Holifah sesuai dengan SPPT Nomor: 
35.28.020.006-0184-0 dan letter C No. 1674 atas nama 
Humaidi/ Holifah yang mana tanah tersebut tidak pernah 
dipindahtangankan ke orang lain (baik secara mewaris maupun 
secara jual beli) sehingga dengan terbitnya Sertifikat Nomor 220 
atas nama A. Racheim Ishaq, pihak Humaidi/Holifah sebagai 
pemilik Pipil No.C.1674 merasa dirugikan karena dengan 
terbitnya sertifikat tersebut A. Racheim Ishaq telah menguasai 
tanah tersebut; 
5. PASAL 385 KUHP 
Secara umum, pasal ini dalam KUHP masuk dalam bab 
Penipuan atau dalam istilah Belanda dikenal dengan bedrog. 
Secara lebih khusus, kejahatan-kejahatan yang menyangkut 
tanah seperti yang diatur dalam Pasal 385 KUHP ini oleh Ilmu 
Pengetahuan Hukum Pidana disebut sebagai stellionaat. 
Adapun aturan yang termuat dalam Pasal 385 KUHP adalah 
sebagaimana dikutip di bawah ini: 
Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun 
dihukum. 
1e. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri 
serindiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, 
menukar. menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat 
dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau 
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sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat 
orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu. sedang 
diketahuinya bahwa orang lain yang berhak memakai tanah itu, 
sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut 
berhak atas barang itu; 
2e. Barang siapa dengan maksud yang serupa menjual, 
menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak 
Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir 
atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit di tanah 
tempat orang menjalankan hak Rakyat dalam memakai tanah 
itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan 
tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu 
kepada pihak lain; 
3e. Barang siapa dengan maksud yang serupa menjadikan 
tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah 
Pemerintah atau tanah partikulir dengan menyembunyikan 
kepada pihak yang lain, bahwa tanah tempat orang 
menjalankan hak itu sudah digadaikan; 
4e. Barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan 
atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan 
hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa 
orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu; 
Barang siapa dengan maksud yang serupa, menjual atau 
menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak 
Rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi tidak 
memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah 
digadaikan; 
5e. Barang siapa dengan maksud yang serupa menjual atau 
menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak 
Rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi tidak 
memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah 
digadaikan. 
6e. Barang siapa dengan maksud yang serupa menyewakan 
sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat 
memakai tanah itu untuk masa itu juga telah disewakan kepada 
orang lain. 
Adapun maksud dari diadakannya pasal ini di dalam KUHP, 




Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang 
dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun 
bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah 
semacam itu. Sungguhpun benar, bahwa setelah berlakunya 
Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 para camat itu 
ditunjuk sebagal Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga 
seharusnya semua tindakan hukum yang menyangkut tanah itu 
dilakukan di depan Camat setempat, akan tetapi di dalam 
praktik banyak terjadi, bahwa hingga kini pun orang nuiihi 
melakukan jual-beli tanah secara di bawah tangan, bahkan 
dengan disaksikan oleh para pamong desa, umumnya dengan 
alasan “untuk sementara” sebelum menghadap Camat untuk 
dilakukan jual bill secara resmi.75 
Menurut R. Soesilo, untuk dapat dijerat dengan pasal ini, pelaku 
harus melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah); 
b. Terdakwa telah menjual: menukar atau memberati dengan 
"credit verband” hak pakai bumiputera atas tanah hak milik 
negara atau tanah milik partikulir, atau gedung, pekerjaan, 
tanaman atau taburan di atas tanah hak pakai bumiputera. 
c. Terdakwa mengetahui bahwa yang berhak atau ikut berhak 
di situ adalah orang lain; 
d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa 
di situ ada “credit verband” nya.; 
e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa 
tanah itu sudah digadaikan; 
t. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah 
orang lain 
g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah sedang 
digadaikan pada orang lain, dengan tidak memberitahukan 
tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan; 
h. Terdakwa telah menyewakan tanah buat selama suatu 
masa. sedang diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya 
telah disewakan kepada orang lain. 
                                                          
75Lamintang & Djisman Samosir, Op.cit, Hlm 168. 
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Adapun salah contoh pnerapan Pasal 385 KUHP dapat dilihat 
pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 
128K/pid/2006 yang dikutip di bawah ini: 
Bahwa ia Terdakwa Teuku Syauki Markam pada tanggal 
25 Februari 2002 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam 
bulan Februari 2002 bertempat di Jalan Bhakti No. 48 
Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan atau pada 
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani 
dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, 
sesuatu gedung, bangunan di atas tanah dengan hak 
Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau 
turut mempunyai hak atasnya adalah orang laki Perbuatan 
Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Pada sekitar bulan Februari 2002, Terdakwa datang ke 
Kantor Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan meminta surat 
keterangan mengenai tanah girik C No. 1161 Persil 13 
D.IV Blok 8 dan atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi 
Asep Rachmat Affandy selaku Sekretaris Lurah Gtandak 
memberikan surat keterangan yang menerangkan bahwa 
sampai hari Kamis tanggal 28 Februari 2002 luas tanah 
10.360 meter persegi masih tercatat atas nama TEUKU 
MARKAM sesuai data-data fotokopi Girik, fotokopi buku 
letter C yang didapat Kantor Kelurahan Jagakarsa fotokopi 
Akta Jual Beli Nomor: 113/1964/tanggal juni 1964; 
Pada tanggal 25 Februari 2002 Terdakwa menjual tanah 
tersebut di atas dengan harga Rp5.364.740.000,- (lima 
miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat 
puluh ribu rupiah) kepada saksi H. Lukman Sugito dengan 
cara Terdakwa dengan persetujuan istri Terdakwa telah 
menandatangani Akta Jual Beli Tanah Nomor: 18/11/2002 
tanggal 25 Februari 2002 di depan Ny. Ninuk Kartini, S.H. 
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah berkantor di Jalan 
Langsat IV No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 
Bahwa ternyata tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi 
H. Lukman Sugito adalah tanah milik PT Bank Bukopin 
berdasarkan Hak Guna Bangunan No.95 Cilandak Timur 
yang dibeli dari PT PP Berdikari pada tanggal 17 April 
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 147/Pasar 
Minggu/1997 antara Drs. Adlie Abdullah Wakil Direktur 
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Utama PT PP Berdirkari sebagai pihak penjual dengan 
Nasrah Mawardi, S.E dan Noval Hassan, MBA, keduanya 
Direktur Bank Bukopin selaku pembeli. Ketika menjual 
tanah tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang 
dijual Terdakwa adalah milik PT Bank Bukopin karena 
diatas tanah tersebut terpasang plang atau pengumuman 
dengan tulisan “Tanah ini mikik Bank Bukopin berdasarkan 
HGB No. 95"; 
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria 
Andi Hamzah mengutip pendapat Irawan Soedjito dalam bukunya 
"Tehnik membuat Undang-Undang” dan Prof. Mr. Soetan 
Muhammad Sjah dalam karangannya berjudul "Pembuatan 
peraturan sebagai perbuatan manusia” dalam Majalah ’’HUKUM” 
Tahun 1974 adapun pendapatnya adalah sebagai berikut:76 
Undang-Undang tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 
merupakan ciptaan perundang-undangan yang baik karena 
konsideransnya tersusun baik. 
Perumusan-perumusan di dalamnya cukup luas, karena 
Indonesia masih merupakan negara agraris. Juga 
dimensinya menjadi lebih lengkap, karena telah dikatakan 
bumi air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang 
Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk 
membangun masyarakat yang adil dan makmur. Pasal 33 
Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebut bumi dan 
air (belum menyebut ruang angkasa). 
Di dalamnya terdapat pula perumusan delik yaitu yang 
terdapat dalam pasal 15 dengan sanksinya dalam pasal 
52. Hanya saja perumusan delik yang tercantum dalam 
pasal 15 itu menjadi polyinterpretable karena kata-katanya 
mengandung arti yang luas yang dapat ditafsirkan 
bermacam-macam pula. 
Perumusan Delik Pasal 15 : 
                                                          




- memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya 
serta mencegah kerusakannya. 
- adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau 
instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan 
tanah itu. 
- dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. 
Dari susunan kata-kata tersebut di atas menimbulkan 
pertanyaan, yang mana termasuk merusak tanah atau 
tidak memeliharu atau tidak menambah kesuburannya? 
Yang mana pula yung termasuk mempunyai hubungan 
hukum dengan tanah itu? 
Bagaimana memperhatikan yang ekonomis lemah ? 
Karena ini juga menjadi perumusan delik (yang ada 
sanksinya pada pasal 52), maka akan menimbulkan 
masalah interpretasi pada para penegak hukum dalam 
menyidik, menurut dan mengadili delik, yang melanggar 
ketentuan itu. 
Sanksi yang terdapat dalam pasal 52 ayat 1 bagi yang 
dengan sengaja melanggar pasal 15 di atas ialah pidana 
kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda 
setinggi- tingginya Rp 10.000,-. 
Sedangkan pada pasal 52 ayat 2, diberi kemungkinan 
dengan Peraturan Pemerintah diberi ancaman pidana atas 
pelanggaran peraturannya dengan pidana kurungan yang 
sama, yaitu selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda 
setinggi-tingginya Rp 10.000,-. 
Pada ayat 3 pasal di atas, diklasifikasikan delik tersebut 
sebagai pelanggaran. 
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang 
Sah 
Andi Hamzah memiliki pendapat mengenai undang-undang 
tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya, adapun pendapatnya seperti penulis kutip dibawah ini:77 
Bahwa undang-undang ini merupakan pengganti peraturan 
kolonial yang sudah usang yaitu ’’onrecht-matige 
                                                          
77Ibid., Hlm 287-288. 
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occupatie van gronden” dan lahir semula berbentuk 
Peraturan Penguasa Perang Pasal pada waktu ramai-
ramainya golongan Komunis pada tahun 60 - an 
menyerobot tanah-tanah. 
Untuk menanggulangi kekacauan yang diakibatkan oleh 
golongan Komunis itulah maka keluar Peraturan Penguasa 
Perang tersebut. 
Kita masih ingat akan peristiwa berdarah yang dibuat oleh 
P.K.I. seperti peristiwa Bandarbesi dan lain-lain yang 
semuanya berkaitan dengan kegiatan liar P.K.I. dalam 
menyerobot tanah. 
Karena pencabutan keadaan bahaya dan peraturan 
mengenai itu yaitu Perpu no. 23 tahun 1959 jo Perpu no. 
22 tahun 1960, maka Peraturan Penguasa Perang Pusat 
tersebut di atas tidak berlaku pula sejak 16 Desember 
1960. 
Sebagai peraturan baru maka berlakulah Undang-Undang 
(Prp) no. 51 tahun 1960 ini. 
Peraturan tentang pencegahan penyerobotan tanah masih 
tetap dirasa perlu ada, dewasa ini. 
Peraturan tersebut juga disertai dengan sanksi pidana 
untuk menjamin ditaatinya oleh umum. 
Karena seringnya terjadi peristiwa penyerobotan tanah 
dewasa ini sebagai jalan ringkas yang sering ditempuh 
oleh orang-orang yang malas berpekara perdata di muka 
Pengadilan maka para Jaksa dan Hakim perlu mengetahui 
adanya peraturan agar masalah seperti itu dapat 
diselesaikan secara cepat dan tepat. 
Perumusan delik terdapat pada pasal 6 ayat 1 a, b, c dan 
d Jadi ada 4 macam perumusan delik. 
1. Pasal 6 ayat 1 a. : 
- barangsiapa, 
- memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya 
yang sah. (kecuali ketentuan pasal 5 ayat 1). 
 
2. Pasal 6 ayat 1 b.: 
- barangsiapa. 
- melanggar yang berhak atau kuasanya yang sah di 
dalam menggunakan haknya atas sebidang tanah. 
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3. Pasal 6 ayat 1 c.: 
- barangsiapa, 
- menyuruh, mengajak, membajak atau menganjurkan 
dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan 
yaag dimaksud pasal 2 atau mengganggu yang berhak 
atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya 
atas sebidang tanah. 
 
4. Pasal 6 ayat 1 d.: 
- barangsiapa, 
- memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk 
melakukan perbuatan seperti dalam pasal 2 atau 
mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah 
dalam menggunakan haknya atas sebidang tanah. 
 
Maximum pidana kurungan 3 bulan dan/atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp 5.000,-. 
8. Undang-Undang Nomor 38 PRP Tahun 1960 Tentang 
Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanam-
Tanaman Tertentu L.N Tahun 1960 No. 120 
Andi Hamzah memiliki pendapat mengenai undang-undang nomor 
38 PRP tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah 
untuk tanam-tanaman tertentu, adapun pendapatnya seperti penulis 
kutip dibawah ini:78 
Untuk menjaga agar luas tanah yang ada dibagi adil oleh 
Pemerintah dalam rangka penyediaan luas tanah guna 
pertanian sehingga terjamin pangan bagi rakyat, maka 
dikeluarkanlah undang-undang ini. 
Dan agar supaya ditaati, maka padanya dilekatkan pula 
sanksi pidana. 
                                                          
78Ibid., Hlm 294. 
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Hanya satu perumusan delik yaitu yang tersebut pada pasal 
3 ayat 1 jo pasal 2 ayat 5 ; 
- barangsiapa. 
- melanggar atau tidak memenuhi penetapan panitia desa 
yaitu tentang rencana penetapan letak dan luasnya tanah-
tanah untuk mendapat keputusan Bupati/Kepala Daerah 1 
Tingkat II. 
 
Maximum kurungan 1 bulan utau denda maximum Rp 5.000,-
. Juga dihukum sama bagi mereka yang menghasut 
perbuatan tersebut di atas. 
Kualifikasi delik ini adalah pelanggaran. 
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian 
Bagi Hasil L.N NO. 2 Tahun 1960 
Sebelum Undang-Undang pokok Agraria dan Undang-Undang 
tentang bagi hasil ini ke luar maka persoalan penguasa tanah atau 
bagi hasil diatur dengan hukum adat tanah. Biasanya satu banding 
satu kecuali pemilik tanah menyediakan kerbau pembajak sawah. 
Di Sulawesi Selatan kedudukan penggarap lebih baik dari di 
Jawa karena tenaga kerja masih kurang sehingga bagiannya juga 
lebih besar. Jika si pemilik tanah memberi kerbau pembajak dan 
bibit, barulah bagi hasilnya satu banding satu. Di Jawa karena 
tenaga kerja melimpah, maka sering pemilik memeras tenaga 
penggarap dengan perjanjian yang berat sebelah. Berhubung 
dengan itu Pemerintah turun tangan sehingga bagi hasil ini diatur 
dengan Undang-Undang. Agar terjamin Undang-Undang ini ditaati 
orang, maka padanya dilekatkan sanksi pidana pula.79 
Hanya ada 3 perumusan delik dalam Undang-Undang ini yaitu pada 
pasal 15 ayat 1 abc.:80 
                                                          
79 Ibid., Hlm 300. 
80 Ibid., Hlm 300-301. 
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1) Pasal 15 (I) a jo pasal 3 atau 14. 
- pemilik, 
- tidak melakukan perjanjian bagi hasil, secara tertulis di muka 
Kepala Desa di tempat letaknya tanah dengan disaksikan oleh 2 
saksi atau tidak memenuhi Undang Undang ini bagi perjanjian 
bagi hasil sebelum undang-undang ini. 
2) Pasal 15 (1) b jo pasal 2. 
- Penggarap; 
- yang menggarap tanah lebih dari 3 hektar tanpa izin Menteri 
Pertanian; 
- badan hukum; 
- yang menggarap tanah tanpa izin Menteri Penawar; 
3) Pasal 15 (1) c jo pasal 8 (3). 
- barangsiapa, 
- melakukan pembayaran bagi hasil termasuk pemilik dan 
penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik yang mempunyai 
unsur-unsur ijon. 
Maximum pidana denda Rp 10.000.- 
kualifikasi delik inii adalah pelanggaran. 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang 
Pendaftaran Tanah L. N Nomoe 28 Tahun 1961 
Peraturan Pemerintah mengenai Pendaftaran tanah ini 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok 
Agraria 1960. Tata laksana pendaftaran perlu diatur oleh 
Pemerintah, terutama penunjukkan siapa-siapa yang berwenang 
membuat daftar tanah dan bagaimana tata cara pendaftaran 
tersebut. Begitu pula bagaimana penyusunan surat ukur tanah. 
Untuk ditaatinya peraturan tersebut maka perlu diberikan sanksi 
pidana kepada pelanggar.81 
 
                                                          
81 Ibid., Hlm 306. 
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Hanya ada 3 perumusan delik dalam Peraturan Pemerintah ini. 
Terdapat pada pasal 42 ayat 1, pasal 43 dan pasal 44 ayat 1 seperti 
yang dikutip di bawah ini. Semuanya berkualifikasi pelanggaran.82 
1) Pasal 42 ayat 1 : 
- barangsiapa. 
- dengan sengaja. 
- merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas 
pengukuran dan pemekaan yang dilakukan oleh panitia yaitu 
pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua 
orang anggota Pemerintah Desa sebagai anggota atau kalau 
ditambah dengan dari Jawatan Agraria, Pamong praja dan 
Kepolisian Negara. 
Ancaman pidana maximum 2 bulan kurungan dan/atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp 5.000,-. 
2) Pasal 43 jo Pasal 19. 
- barangsiapa. 
- membuat akta tanah sedang ia tidak ditunjuk oleh Menteri 
Agraria sebagai pejabat itu. 
Ancaman pidana maximum 3 bulan kuturungan dan atau dengan 
maximum Rp 10.000,-, 
3) Pasal 44 ayat 1 : 
- Kepala Desa. 
- menguatkan perjanjian pembuatan akta sedang permintaan itu 
ditolak karena tidak disertai sertifikat tanah yang bersangkutan 
atau tanah yang menjadi objek perjanjian masih dalam 
perselisihan atau tidak disertai bukti pembayaran biaya 
pendaftaran dan di daerah kecamatan di luar kota tempat 
kedudukan kepala kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan 
tersebut diganti dengan surat pernyataan memindahkan, 
memberikan menggadaikan atau menangguhkan hak itu. 
Ancaman pidana maximum 3 bulan dan/denda maximum Rp 
10.000,-. 
Demikianlah tadi peraturan-peraturan baik di dalam KUHP maupun 
peraturan di luar KUHP yang dipergunakan dalam menyelesaikan konflik 
pertanahan yang dialami oleh masyarakat. Peraturan-peraturan yang telah 
dituliskan diatas akan dipergunakan penulis untuk mengidentifikasi 
                                                          
82 Ibid., Hlm 306-307. 
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putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 04/Pid.C/2012/PN.B. adapun isi 
putusan tersebut adalah sebagai berikut: 
2. Posisi Kasus 
 Bahwa keajadiannya pada hari rabu tanggal 18 januari 2012, 
sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat disawah yang dinamai 
Lapakampi Gellang yang terletak di Desa Cilellang, 
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. 
Bahwa terdakwah telah melakukan penyerobotan tanah sawah 
milik saksi Lamase dengan luas ± 3 (tiga) hektar dimana luas 
tanah sawah seluruhnya adalah ± 6 (enam) hektar di sawah 
yang dinamai Lapakampi Gellang yang terletak di Desa 
Cilellang Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan 
cara pertama-tama meemasang patok pada sawah yang ingin 
dikerja dan dua hari kemudian Lk. Jufri datang lagi atas 
suruhan terdakwa melakukan pengerjaan sawah dengan cara 
mencangkul dan membajak sawah tersebut dengan 
menggunakan traktor jenis dompeng. 
Bahwa tanah yang diserobot oleh terdakwa tersebut adalah 
milik Drs.Lamase yang diperoleh dengan cara Drs. Lamase 
mengajukan gugatan terhadap Lelk. Hudereng berteman pada 
tahun 2006 dimana ketika itu saksi kala di Pengadilan Negeri 
Barru lalu kemudian Drs. Lamase mengajukan upaya hukum 
Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar, dan Drs. Lamase 
menang sampai tingkat kasasi, lalu kemudian dieksekusi oleh 
Pengadilan Negeri Barru pada Tahun 2010 dan kemudian 
diserahkan kepada Drs. Lamase tanah sawah tersebut. 
Bahwa saksi Drs. Lamase menguasai tanah tersebut sejak 
tahun 2010 yaitu sejak adanya Putusan Kasasi Mahkamah 
Agung dan Pengadilan Negeri Barru melakukan Eksekusi 
berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan sampai 
dengan sekarang. 
Bahwa sawah tersebut sekarang dikerjakan oleh Lk. Akbar 
dan anaknya yang bernama Lk. Sirajuddin atas suruhkan Lk. 
Lamase selaku pemiliknya. 
Bahwa terdakwa melakukannya tanpa meminta izin atau tanpa 





3. Analisis Penulis 
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 04/ Pid.C/ 
2012/PN.BR, dengan Terdakwa Pahita Binti Puang Baco Kadumang, 
tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana ringan. 
dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa 
menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang 
diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,-. 
KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/pemeriksaan yang 
sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut 
penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam 
Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran 
lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan 
pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam 
KUHPidana ditempatkan pada Buku III. 
Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-
tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan 
hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar 
perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih 
sederhana.Mengenai tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan 
tindak pidana ringan terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu : a. Yang 
berfungsi sebagai penuntut umum adalah penyidik atas kuasa penuntut 
umum, di mana pengertian atas kuasa ini adalah demi hukum; b. Tidak 
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dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah 
catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan; c. Saksi 
tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim 
menganggap perlu. 
Hakim dalam Putusan ini menggunakan Pasal 6 ayat 1 Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang 
Larangan Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Sah 
dalam mengadili perkara tersebut. Sebelumnya penulis akan 
mengidentifikasi posisi kasus yang sedang diteliti dan mencocokkannya 
dengan aturan yang dipergunakan oleh hakim. Agar dapat diketahui 
apakah penggunaan aturan yang digunakan oleh hakim tersebut sudah 
benar?. 
 Adapun Aturan Dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan 
Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Sah 
menyatakan bahwa: 
1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal-pasal 
3, 4, 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah). 
a. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai 
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tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka akan 
diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1); 
b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah 
di dalam menggunakan haknya atau suatu bidang tanah; 
c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau 
menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan 
perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat 
(1) pasal ini; 
d. Barang siapa memberikan bantuan dengan cara apapun juga 
untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b 
dari ayat (1) pasal ini. 
Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal ini adalah 
1. Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya 
yang sah. 
2. Unsur mengganggu. 
3. Unsur menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan 
dengan lisan atau tulisan. 
4. Unsur memberi bantuan dengan cara apapun. 
Setelah mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 




1. Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya 
yang sah. 
Dalam keterangan yang diperoleh dari persidangan dapat kita 
ketahui bahwa unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya yang sah pada keterangan, Terdakwa tanpa seizin yang 
berhak telah memakai tanah sawah yang terletak di Desa Cilellang 
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan cara mematok 
sawah, mencangkul dan membajak sawah tersebut. 
Pada Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1960, memberikan pengertian mengenai 
yang berhak adalah jika mengenai tanah yang termaksud dalam:  
1/a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang 
ditunjuknya;  
1/b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.  
Dari keterangan tersebut yang berhak memberikan izin dalam kasus 
tersebut adalah Drs Lamase. 
2. Unsur Mengganggu 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud 
dengan “mengganggu” adalah sebagai berikut:83 
a. Menggoda; mengusik. 
b. Merintangi; menyebabkan tidak berjalan sebagai mana 
mestinya (tt keadaan umum, kesehatan badan, dsb.). 
c. Merisaukan (tt hati, pikiran) 
d. Merusak suasana. 
e. Mendatangkan kekacauan (kerusakan, dsb.). 
 
                                                          
83Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan 
Nasional-Balai Pustaka, 2005. Hlm 332. 
 87 
 
Dalam keterangan yang diperoleh dari persidangan, terdakwa 
dianggap telah mengganggu hak yang dimiliki oleh korban Drs. 
Lamase dalam menggunakan sawahnya yang diketahui sedang 
dikerjakan oleh Akbar dan anaknya Sirajuddin atas suruhan Drs. 
Lamase selaku pemilik sawah tersebut. 
3. Unsur menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan 
dengan lisan atau tulisan 
Mengenai unsur “menyuruh”, yang terdapat dalam ayat (1) 
huruf c pasal ini, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung 
sebagai berikut: 
Makna dari “menyuruh melakukan” suatu tindak pidana 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub 1 
KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah 
bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh 
karena itu, tidak dapat dihukum. 
Terkait dengan rumusan “tidak dapat dipertanggungjawabkan” 
dan “tidak dapat dihukum” merupakan pedoman para pakar 
dalam menentukan orang yang disuruh melakukan delik 
tersebut.  
Simon mengutarakan bahwa orang yang disuruh tersebut 
harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni:84 
a. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana 
itu adalah seseorang yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud dalam 
Pasal 44 KUHP; 
b. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak 
pidana mempunyai dawling atau suatu 
kesalahpahaman mengenai unsur tindak pidana yang 
bersangkutan; 
                                                          
84Aloysius Mudjiyono, dan Mahmud Kusuma, Op.cit., Hlm.112-113. 
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c. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak 
pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, 
baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang 
tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang 
telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak 
pidana tersebut; 
d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak 
pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk, padahal 
unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan 
undang-undang mengenai tindak pidana di atas; 
e. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak 
pidana itu melakukannya dibawah pengaruh suatu 
overmacht atau di bawah pengaruh suatu keadaan 
yang memaksa dan terhadap paksaan itu orang 
tersebut tidak mampu memberikan perlawanan; 
f. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana 
dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah 
jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan 
oleh seorang atasan yang tidak berwenang 
memberikan perintah semacam itu; 
g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak 
pidana itu tidak mempunyai suatu sifat tertentu, 
seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, 
yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku 
sendiri. 
Dari Keterangan yang diperoleh dari persidangan, Terdakwa 
menyuruh Jufri memasang patok, mencangkul, dan membajak 
sawah milik Drs. Lamase tanpa seizin dari pemilik. 
4. Unsur Memberi Bantuan dengan Cara Apapun 
Mengenai unsur memberi bantuan, terdapat dalam ayat [1] 
huruf d, dengan mengacu Pasal 56 KUHP yang bunyinya 
sebagai berikut: 
Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum: 
1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu 
dilakukan; 
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar 
atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. 
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Terkait dengan unsur “membantu”, Leden Marpaung 
memberikan ulasan sebagai berikut:85 
...yang telah dibicarakan di atas adalah “membantu” suatu 
kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya 
perbuatan “membantu” dilakukan tanpa berbuat atau bersifat 
pasif. Hal ini dapat terjadi jika seseorang berkewajiban untuk 
berbuat tetapi “tidak berbuat”, misalnya petugas ronda sengaja 
tindak melakukan ronda agar maling dapat masuk ke rumah A; 
atau penjaga gudang, walaupun barang di gudang diambil 
orang, ia diam saja tanpa berusaha melarang atau mencegah. 
Dari keterangan yang didapat dalam persidangan Terdakwa telah 
memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana memakai tanah 
tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dalam bentuk 
memberikan perintah kepada seseorang untuk mengerjakan sawah milik 
korban tanpa seizinnya. 
Setelah mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam putusan 
Pengadilan Negeri Barru Nomor 04/Pid.C/2012/PN.BR, penulis 
berpendapat bahwa peraturan yang digunakan oleh Hakim dalam 
mengadili perkara tersebut sudah benar, dengan melihat kecocokan 
unsur-unsur Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1960 dengan keterangan-keterangan dari saksi 
dan terdakwa di dalam persidangan di pengadilan. 
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau 
Kuasanya Yang Sah dalam Putusan No. 04/Pid.C/2012/PN.BR. 
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus 
mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan 
                                                          
85 Ibid., Hlm 114. 
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keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari 
keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan 
sebuah kemenangan dan kekalahkan oleh pencari keadilan. Penting 
kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu 
bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh 
karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak 
hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa 
keadilan. 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 
mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian 
hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 
bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan 
teliti, baik, dan cermat. 
Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan 
tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. 
Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu 
peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan 
putusan hakim yang benar dan adil. 
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Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 
1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang 
Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya 
sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan 
dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan 
penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 
Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk 
bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal 
(doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan 
pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan 
dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat”. 
Berikut ini penulis akan menguraikan pertimbangan hakim dalam 
putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 04/Pid.C/2012/PN.BR, yaitu 
sebagai berikut 
1. Pertimbangan Hakim 
Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak 
pidana ringan atas terdakwa Pahita Binti Puang Baco Kadumang ; 
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Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan ; 
Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa; 
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) 
huruf a Perpu No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah 
Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan 
terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata saling 
bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan 
fakta hukum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Barru berpendapat bahwa 
terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; 
Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidan kepada terdakwa, 
maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;  
Hal-hal yang memberatkan: 
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan 
keterangan. 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang 
telah setimpal dengan kesalahan terdakwa. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah perbuatan 
pidana yang didakwakan dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada 
terdakwa sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara 
ini. 
Mengingat dan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No. 51 
tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak 







2. Amar Putusan 
Adapun amar putusan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri 
Barru Nomor 04/Pid.C/2012 adalah sebagai berikut: 
MENGADILI: 
1. Menyatakan terdakwa Pahita Binti Puang Baco Kadumang dengan 
identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan Tindak Pidana "Memakai Tanah Tanpa Izin 
yang Berhak atau Kuasanya yang Sah" ; 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada terdakwa dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh 
terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada putusan Hakim yang 
menyatakan terdakwa bersalah karena melakukan perbuatan yang 
dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) 
bulan; 
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; 
3. Analisis Penulis 
 Dalam putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 
04/Pid.C/2012/PN.BR, hakim memakai aturan Pasal 6 ayat 1 Peraturan 
Pemerintahan Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 Tentang 
Larangan Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang 
Sah. Adapun aturan yang termuat dalam peraturan tersebut adalah 
sebagaimana dikutip berikut: 
1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal-pasal 
3, 4, 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah). 
a. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai 
tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka akan 
diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1); 
b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah 
di dalam menggunakan haknya atau suatu bidang tanah; 
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c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau 
menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan 
perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) 
pasal ini; 
d. Barang siapa memberikan bantuan dengan cara apapun juga 
untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari 
ayat (1) pasal ini. 
Dari Pasal tersebut pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dari amar putusan yang terdapat 
dalam putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 04/Pid.C/2012/PN.BR, 
hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu bulan), hukuman 
tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali kalau dikemudian hari 
ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah karena 
melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa 
percobaan selama 3 bulan, dan membebankan terdakwa untuk membayar 
biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). 
Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa ada hal-hal yang 
harus dipertimbangkan oleh hakim, baik hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan pidana. Adapun hal-hal yang memberatkan 
pidana dalam putusan tersebut adalah terdakwa tidak berterus terang dan 
berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Melalui wawancara yang 
dilakukan oleh penulis kepada pihak kepolisian diperoleh informasi bahwa 
terdakwa seringkali memakai tanah milik masyarakat tanpa izin dari 
pemilik tanah tersebut. 
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Terdakwa sebelumnya pada putusan Pengadilan Negeri Barru 
dengan Nomor: 03/Pid.C/2012/PN.BR, diadili dengan tindak pidana 
memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dipidana 
dengan pidana kurungan, dan terdakwa tidak perlu menjalani pidana 
tersebut kecuali kalau dikemudian hari ada putusan hakim yang 
menyatakan terdakwa bersalah karena melakukan perbuatan yang dapat 
dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 3 bulan.  
Berselang beberapa jam terpidana kembali dipidana dalam putusan 
yang sedang diteliti oleh penulis. Dari keterangan yang didapatkan penulis 
dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, pihak kepolisian belum 
bisa melakukan tindakan kepada terpidana, pihak kepolisian memberikan 
kesempatan kepada terpidana selama satu minggu untuk mengambil 
sikap terhadap putusan pengadilan yang diperolehnya atau menunggu 
sampai putusan hakim tersebut berkekuatan hukum tetap. 
Dari informasi yang didapat penulis oleh pihak kepolisian, penulis 
berpendapat Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa dalam 
putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 04/Pid.C/2012 sudah tepat. 
Dapat kita lihat dari putusan sebelumnya hakim menjatuhkan pidana 
percobaan berupa kurungan kepada terdakwa , kemudian pada putusan 
yang diteliti oleh penulis ini pidana yang dijatuhkan lebih berat dari pada 
putusan sebelumnya yaitu percobaan pidana penjara selama satu bulan. 
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Pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa ternyata tidak 
memberikan efek jera kepada terdakwa, kelanjutan kasus tersebut 
menurut informasi yang didapat oleh penulis dari kepolisian bahwa tujuh 
hari setelah putusan hakim itu ditetapkan, terdakwa kembali masuk 
kesawah milik korban dan menggunakannya tanpa seizin dari pemilik 
sawah tersebut. Polisi telah melimpahkan berkas penangkapan kepada 
kejaksaan untuk menangkap dan menahan pelaku, ini merupakan 
eksekusi dari pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Tidak 
sempat polisi melakukan eksekusi pidana penjara. Terpidana telah 
meninggal dunia yang secara langsung menghapuskan pidana yang telah 
ditetapkan kepadanya. 
 Dari informasi yang didapat penulis dari Polres Barru bahwa,sanksi 
dari aturan tentang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya 
sah dinilai kurang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana ini. 
Terlihat dari adanya beberapa pengulangan tindak pidana yang dilakukan 
oleh masyarakat. Selain itu masyarakat berpandangan, ketika lahan yang 
kita miliki telah dipakai oleh seseorang tanpa izin kemudian kita laporkan 
ke kepolisian, setelah diputuskan di pengadilan pidana yang dijatuhkan 
kepada pelaku hanyalah percobaan kurungan saja, menurut masyarakat 
itu tidaklah adil, pelaku sudah mendapat keuntungan dari memakai lahan 
tanpa izin. 
 Akibatnya masyarakat seringkali memilih cara penyelesaian diluar 
pengadilan, dalam bahasa mereka diselesaikan secara adat, yaitu 
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penyelesaian dengan cara kekerasan bahkan sampai dengan 
menghilangkan nyawa seseorang. Secara normatif subtansi ketentuan 
sanksi pidana yang diancam terhadap pelaku tindak pidana dalam 
perundang-undangan diluar kodifikasi hukum pidana sangat ringan 
sebagai konsekuensi kualifikasi tindak pidana pelanggaran. Rendahnya 
ancaman sanksi pidana dalam ketentuan perundang-undangan tersebut 
sangat besar pengaruhnya terhadap penerapan sanksi sebagai salah satu 
unsur yang mempengaruhi efektivitas hukum baik sebagai ancaman, 










Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak 
pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah 
sudah sesuai karena penerapan sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri 
Barru Nomor: 04/Pid.C/2012/ PN.BR dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 telah 
menjelasakan unsur tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak 
atau kuasanya yang sah dan sanksi yang diberikan sudah sesuai. 
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya yang sah yang dilakukan oleh terdakwa Pahita Binti Puang 
Baco Kadumang dalam putusan perkara nomor: 940/Pid.C/2012/PN.BR 
dalam pertimbangan hukum oleh hakim menyatakan bahwa terdakwa 
Pahita secara sah bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah 
tanpa izn yang berhak atau kuasanya yang sah maka terdakwa dijatuhi 
hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 
selama 3 (tiga) bulan. 
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Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan 
tidak terdapat alasan pembenar, Terdakwa juga adalah orang yang 
menurut hukum mampu bertanggungjawab, dan terpidana melakukan 
perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga 
dengan demikian putusan majelis hakim yang berisikan pemidanaan 
sudah tepat. 
B. Saran 
 Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut : 
 1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih berkoordinasi dengan 
pihak Kepolisian, agar dapat secara cepat sebelum terlalu jauh pelaku 
mengggunakan tanah tanpa izin pemiliknya, telah dilakukan teguran 
kepada pelaku, menyiapkan dan menunjuk pelapor yang melaporkan 
langsung ke Polres setempat ketika telah terjadi tindak pidana, 
mengupayakan minimal 2 Orang saksi atau lebih diprioritaskan yang lebih 
mengetahui kondisi lapangan dan tempat kejadian, dan mempersiapkan 
barang bukti. 
 2. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan selain perlu 
mempertimbangkan faktor sosiologis dari terdakwa juga harus 
mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa agar pertimbangan 
hukum hakim dapat seimbang dan penjatuhan putusan tersebut 
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